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BAB 11
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN
TENTANG RISALAH LELANG

2.1 Tinjauan Umum Lelang
211 Sgarah Leang

Lelang yang paling kuno dan pertama kali diketadalah Lelang
Belanda (Dutch Auction) merupakan sistem harga menurun di mana
Pejabat Lelang menentukan harga permulaan dan nasnibearga pada
saat menurun sampai dia menemukan penawar dengga kiusus®
Sistem ini menghasilkan harga yang lebih baik bagnjual berdasar
keputusan yang bergantung pada keadaan pasar. Dellamy Belanda,
Pejabat Lelang memulai dengan menyebutkan hargg gakup tinggi
sehingga tidak ada penawar yang mau membeli wundéhgan harga itu
pula. Harga itu kemudian secara berangsur-angsojagieendah sampai
seorang penawar menerima dengan harga tersebut.

Jenis lelang lainnya yaitu Lelang Ingg¢isnglish Auction) Dalam
Lelang Inggris (terbuka dengan harga tertinggijaPa Lelang memulai
dengan menyebutkan harga rendah dan kemudian Iserazggsur
menaikkan harganya. Masing-masing penawar mengieti&n bahwa
dengan menggunakan isyarat tangan, dengan mengakgika yang

sudah dinomori, berapa banyak unit yang akan dipelpada harga ittf.

%0 Dalam sejarah, lelang Belanda dilakukan memakaibaéaran lilin dengan panjang
tertentu, menggunakan gelas pasir atau jam dinélagjualan dari sebuah tanah milik real estate
di Inggris tahun 1932 diterangkan demikian: ‘sdtetatu inch lilin menyala, dan penawaran
berlanjut sampai lilin itu padam, akhirnya (danijeedtinggi) penawar sebelum kedipan terakhir.
Seorang Pejabat Lelang yang cakap bisa mengonaktlveecara efektif, sehingga dapat menjaga
timbulnya penawar-penawar tertinggi yang membuaap@aran mereka setelah lilin habis. Lihat
Brian W. Harvey and Franklin MeiseRuction Law and Praise(London: Butterworth & Co,
1985), hal. 4.

31 purnama Tioria Sianturgp.cit, hal. 44.
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Herodotus menulis bahwa lelang mulai ada kira-tataun 500 SM
di Babylon, ketika diadakan penjualan wanita yasgmya siap kawin
yang diadakan sekali setahun. Lelang ini bisa fmkerja dengan cara
terbalik, wanita-wanita yang tidak menarik ditandasi pembeli
menandainya dengan uang (derma) kepada si péfjual.

Selanjutnya di Roma ditemukan lelang yang menyeraaaa
lelang yang terkenal pada saat ini. Lelang yangadlsud diumumkan
kepada publik oleh Herald (catatan). Penjualan tdura pelelangan
(gedung lelang) menawarkan bidang-bidang tanah kumijual dan
mengisyaratkan harga yang dipesan. Akhirnya sefidanah itu akan
dijual pada penawar yang berhasil. Lelang diadaftamawah sistem
penawaran dengan harga naik, sebagaimana diadakbawdh sistem
penawaran dengan akar kata Lataugere” dan“auctum”, yang berarti
“naik atau tinggi”*

Penjualan Lelang di Roma meliputi 4 (empat) bagyaity:

a. The dominus atau orang-orang yang berkepentingan atas

properti yang dijual;

b. The argentariusyaitu orang-orang yang mengatur penjualan

dan dalam beberapa kasus orang tersebut membiayainy

c. The praecoyaitu orang yang bertugas mengiklankan penjualan

dan melelang bidang-bidang tanah, ia muncul selpsgantara
the dominydan

d. The emptoryaitu pembeli yang penawarannya berhasil. Sejauh

ini hubungan antara bagian-bagian ini dapat disamaengan
hukum  Inggris sekarang ini, khususnya  hukum

perantara/agetf.

% Brian W. Harvey dan Franklin MeiselAuctions Law and PractisgLondon:
Butterworth & Co (Publisher) Ltd., 1985), hal. 3.

* Ibid.

3 bid., hal. 4.
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Di Inggris ditemukan catatan sejarah lelang, Chastorang
Pejabat Lelang menemukan penjualan gambar (lukisim) alat-alat
perabot yang dilakukan oleh para pengusaha dires{ooffee house),
rumah umum sebagaimana terungkap dari sebuah ¢#athldan
Februari 1689/90 yang berkenaan dengan penjuakssatumelalui lelang
di ‘Barbados Coffee HouseTerungkap dalam katalog tersebut adanya
syarat-syarat penjualgeondition of sale)yaitu bahwa “tidak ada orang-
orang yang akan diakui penawarannya atas lukisaekaesendiri ...".
Selain itu, ditemukan catalog lain yang bertanggaha berkenaan dengan
barang yang terbuka untuk dijual, olelineing berhubungan dengan
metode penjualan lelang Belantia.

Lelang tanah yang pertama dilakukan di Inggris -kira
tahun 1739, ketika sebuah iklan penjuakestate bangkrut diLondon
Evening Post dilelang sebuah rumah di Paddington. Jika hal ini
merupakan lelang tanah yang pertama, maka Pej&tetd. yang pertama
adalah Christopher Cock dari Great Pizza, Coventd&a Mendekati
tahun 1740 dia mengiklankan rangkaestateyang akan dijual dWhitsun
Monday at Threeli sore harf®

Pertengahan abad ke-18, dua rumah lelang terbaikoddon
dimulai. Sotheby berdiri sekitar tahun 1730-anangl yang pertama
diadakan tahun 1744. Pendirinya adalah Samuel Bak®rang penjual
buku dan penerbit. Pada tahun 1880, pada kematikerBkeponakan
laki-lakinya, John Sotheby, dimasukkan ke perkamgsiAntara tahun
1861 dan 1924, perusahaannya diperluas di bawahgaauSotheby,
Wilkmison, dan Hodge, kemudian menjgsiotheby and Co.kemudian
dari tahun 1975Sotheby Parke Bernet and (Rada abad ke-19, berbagai

* Ibid.

¥purnama Tiora Sianturp.cit., hal. 45.
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jenis barang dijual seperti buku-buku, gambar-ganth&isan), barang-
barang perhiasan, koin-koin, minuman anggur, daradht perabot’

Rumah lelang lainnya yaitu Christie, Manson dan Wé&oadtd.,
pendirinya James Christie (1730-1803), seorang yharkebangsaan
Skotlandia yang mendirikan rumah lelang di Pall IM@hun 1766.
Christie’s Great Roomgelah menjadi rumah lelang yang modern di
London, yang mengkhususkan diri pada pelelangaanigaseni, tempat
pertemuan itu juga diperuntukkan bagi pelukis-pislukseperti
Gainsborough dan Reynolds.

Syarat-syarat penjualatthe conditions of salejnerupakan ciri
penting dari lelang yang khas pada abad ke-18,:yait

a. Pembeli adalah penawar tertinggi, yang mana saling

mempertahankan penawaran.

b. Jumah angka (harga) dari penawar lainnya mungherikan

dan ditentukan referensi pada hitungan minimum.

c. Ada jaminan sebagai kondisi atau syarat dari babamgng.

d. Para pembeli diharapkan memberikan nama mereka dan

membuat deposit yang diminta.

e. Barang-barang harus jelas dengan periode yangualizm®

Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam peanmg
undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlak\eyalu Reglement
Stbl. 1908 No. 189 dawWendu Instructie Stbl. 1908 No. 190. Peraturan-
peraturan dasar lelang ini masih berlaku hinggaisadan menjadi dasar
hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia.

Secara organisa®l, sejarah lelang dapat dilihat dari sejarah

lembaga yang melaksanakan lelang, sebagai berikut:

3" Brian W. Harveypp.cit.,hal. 4
% Brian W. Harveypp.cit, hal. 4.

%S, Mantayborbir dan Iman Jauhakukum Lelang Negara di Indonesi)akarta:
Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 11.
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a. Tahun 1955, tugas pelayanan lelang dilakukan whént di
bawah Departemen Keuangan, dengan struktur orgarnisa
tingkat pusat bernama Inspeksi Urusan Lelang dagkai
daerah:

1) Kantor Lelang Negeri dan Pegawai organik Departemen
Keuangan, dan
2) Pejabat Lelangvendumeesteelas Il yang pada mulanya
dijabat rangkap oleh Notaris/ PPAT, Pejabat Pemda
Tingkat 1l (Bupati, Walikota, dan para Pejabat &toual
Pemda lainnya).
Selain Kantor Lelang Negeri dan Pejabat Lelang Kdlgjasa
lelang diberikan juga oleh Balai Lelang yang dikzl@leh
swasta dan berkedudukan di kota-kota besar tertetu
Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Ujung Pandam@gbaya,
Medan dan sebagainya. Lembaga komisioner lelangeicara
alamiah berangsur-angsur tidak aktif lagi, karerdanga
Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.4/1ll DI/16a2ggal 2
Mei 1972.

b. Tahun 1960, unit lelang berada di bawah Direktdexideral
Pajak, di tingkat pusat bernama Dinas Inspeksi rgla
setingkat eselon IIl dan ditingkat daerah adalaht&alLelang
Negeri Kelas | setingkat eselon V) sehingga disgiu
Indonesia terdapat 12 (dua belas) Kantor Lelang aNeg
Kelas | dan Pejabat Lelang Kelas Il yang berkedadukli
Daerah Tingkat Il. Tahun 1970, penyebutan Kantolahg
Negeri diubah menjadi Kantor Lelang Negara. Tah9@5]1
dibentuk unit lelang di tingkat Kantor Wilayah Diterat
Jendral Pajak setingkat eselon IV/a dengan namasiSek
Pembinaan Lelang pada Bidang Pajak Tidak Langsing.
tingkat pusat unit Lelang disebut Sub Direktoralabg dengan

kedudukan eselon IlI.
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c. Tahun 1990, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 428/KMK.01/1990 tanggal 4 April 1990, unit Ieta
dipindahkan tanggung jawabnya dari Direktorat JaihBajak
kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Tujuan
pemindahan wunit lelang tersebut adalah untuk lebih
mengoptimalkan pelayanan jasa lelang dan memberikan
kesempatan kepada Direktorat Jendral Pajak untikh le
mengkonsentrasikan diri pada tugas pokoknya.

d. Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21
tanggal 1 Juni 1991, BUPN diubah menjadi Badan &ahus
Piutang Lelang Negara (BUPLN) dengan status ur@nte
tingkat pusat menjadi eselon 1l dari tingkat SulreRiorat
Lelang menjadi Biro Lelang Negara. Pada tingkat tKan
Wilayah, dari eselon IV menjadi eselon lll, sedaagkuntuk
kantor operasional dibentuk Kantor Lelang Negar&dikota
propinsi di seluruh Indonesia (termasuk propinsndii Timur)
dengan status tipe A (eselon Ill) dan tipe B (esd\9.

e. Tahun 1996, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 tent&adai
Lelang, telah diberikan kesempatan kepada masyaraka
pengusaha untuk menyelenggarakan kegiatan usabiaatig
penjualan barang secara lelang melalui pendiridai Balang.

f. Tahun 2001, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84
Tahun 2001 BUPLN telah diubah menjadi Direktoratdial
Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), yang kemudiatudi
lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Keuangan
No. 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, dan udéntor
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) datkantbr
Lelang Negara (KLN) digabungkan oleh satu unit orgasi
yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang NegaR2{N).
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2.1.2 Pengertian Lelang

Dalam Pasal endu Reglemen(Stbl. Tahun 1908 Nomor 189
diubah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 56), pengetgtang adalah
sebagai berikut.

“Openbare verkoopingen” verstaan veilingen en vaingen van
zaken, walke in het openbaar bij opbod, afslag r&chrijving
worden met de veiling of verkooping in kennis destalan wel tot
die veilingen of verkoopingen toegelaten personeleggnheid

wordt gegeven om te bieden, te mijnen of in tgveari”*°

Terjemahan pengertian tersebut di atas dalam Hienp&eraturan

Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah:

“Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualeangdarang
yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaaag y
meningkat atau menurun atau dengan pemasukan loigm
sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang dnmadatau
sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atawaen; itu,
atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi keserapatuntuk
menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkanu ata
memasukkan harga dalam sampul tertuftip.”

Sedangkan terjemahan dalam buku Himpunan Suratakddein
Surat Keputusan mengenai lelang terbitan DirjenalPdpepartemen
Keuangan dan Buku Peraturan dan Instruksi Lelamgniggn Prof. DR.
Rochmat Soemitro, S.H. disebutkan sebagai berikut:

“Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan ptmwarang
yang diadakan di muka umum dengan penawaran hasgg Yy
makin meningkat, dengan persetujuan harga yangmrmaknurun
atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-gang
diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentabgjapgan

40 Engelbrechtop.cit, hal. 922.

“'Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republilntsiaop.cit., 1992, hal. 931.
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atau penjualan, kesempatan yang diberikan kepaalagarang
yang berlelang atau yang membeli untuk menawar aharg
menyetujui harga atau mendaftarkan.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapdsidien bahwa
pengertianopenbare verkoopingeadalah pelelang dan (en) penjualan
barang yang diadakan di muka umum. Kata “dan” (&) sini
menunjukkan bahwa yang pertama-tama dimaksemdu Reglement
sebagai lelang adalah pelelangan, kemudian barasdikasikan lagi

dengan penjualan barang (menunjuk secara khusasd)at

Mengingat pengertian lelang dalawendu Reglemendiuraikan dalam
bahasa hukum yang panjang dan rumit, maka untuk udehkan dan
memberikan pedoman praktis bagi pelaksana lelakgmaikakan definisi lelang
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.0B32€anggal 23 April

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka uniohum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/atan §sng
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai hargaggi,
yang didahului dengan Pengumuman Lelatig.”

Dalam suatu disertasinya pada sekitar tahun 1984 Yeerjudul

“Het Openbare Aanbod”, Poderman berpendapat bahwa:

“Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan peraatau
persetujuan yang paling menguntungkan bagi si pérgengan
cara menghimpun para peminat: jadi yang terpentiadam
penjualan secara lelang adalah adanya para penyangt dapat
dihimpun yang maksudnya untuk mengadakan persetwaag

2 Rochmant Soemitrd?eraturan dan Instruksi Lelangdisi ke-2 (Bandung: PT Eresco,
1987), hal. 105.

3 Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/@MR010 tanggal 23 April
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasejkhd.
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paling menguntungkan bagi si penjual. Dengan deanikiyaratnya
ada 3 (tiga), yaitu: 1) penjualan umum harus séd@pgnungkin
(volledigheid) 2) ada kehendak untuk mengikat diri; 3) bahwa
pihak lainnya akan mengadakan perjanjian tidak daganjuk
sebelumnya®

Wennek dari Balai Lelang Rippon Boswell and Comp&mwyiss

mengatakan:

“An auction is a system of selling to the publicniamber of
individual items, one at a time, commencing at tatisge on a set
day. The auctioner conducting the auction invitégroof prices
for the item from the attendér®

Pendapat lain dari Roell yang pada tahun 1932 rhahjsebagai

Kepala Inspenksi Lelang mengatakan bahwa:

“Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadiarg ytarjadi
antara saat di mana seseorang hendak menjual sdémrahg atau
lebih, baik secara pribadi maupun dengan perarkaesanya
dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yadg h
melakukan penawaran untuk membeli barang-barangg yan
ditawarkan, sampai kepada saat dimana kesempatemjiap*°

Sejalan dengan pengertian dalsiendu ReglemenChristopher L.

Allen, auctioneerdari Australia mendefinisikan lelang sebagai beriku

4 Rochmant Soemitrap.cit., hal. 106.

% F.X. Sutardjo. “Mekanisme dan Berbagai Aspek Palaju Tanah Secara Lelang”,
makalah disampaikan pada Kursus Kuasa Hukum Bggb®eBPN yang diselenggarakan oleh
FHUI, Depok, Pebruari 1995, hal. 2.

*Ibid., hal. 3.
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“The sale by auctions involves an invitation to tmablic for the
purchase of real or personal property offered fatesby making
successive increasing offers until, subject to skders reverse
price the property is knocked down to the highégdér.”*’

Sementara itu, M.T.G. Maulenberg, seorang ahlntgldi Belanda
dari Department of Marketing and Agricultural Market Rasch,
University of Wageningenmengemukakan bahwd&dAuction is an
intermediary between buyers and sellers. The mdijeative is price
discovery.” Dengan demikian beliau lebih menggarisbawahi baleveag
adalah institusi pasar yang tujuan utamanya adalehemukan harga
yang diharapkan atas barang yang dilelang tersébuit.

Pengertian lelang pun dapat ditemukan dalam kameyers dalam
Black’'s Law Dictionary:

“An auction is a public sale of property to the hesgt bidder by
one licensed and authorized for that purpose. Thetianeer is

employed by the seller and is primarily his agéfdwever, when
the property is struck off he is also the agenthef buyer to the
extent of binding the parties by his memorandunsalé, thus
satisfying the statute of frauds. A sale by aucitsoomplete when
the auctioneer so announces by the fall of the hamonin other

customary manner. Such a sale is with reverse srtlessgoods are
in explicitterms put up without reversé>”

Sedangkan Halsbury memberikan definisi lelang sabhgrikut:
an auction is a manner or selling or letting profyeby bids, usually to the

highest bidder by public competitidh Selanjutnya dalar$ale of Goods

47 bid., hal.1.

*®bid., hal. 2.

9 Henry Cambell Black, MABlack’s Law Dictionary: Definition of Terms & Phres of

American & English Jurisprudence, Ancient & Modeld,. ke-6 (St. Paul, Minn; West Publishing
Co., 1990), hal. 130
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Act 1979, Section 57 (2), auction sale, such asgtmeeral rule that the
offer is made by the bidder and accepted by thei@eer when he
signifies his acceptance by the fall of the hamther.

Zdzislaw Brodecki menyatakan lelang sebagai berkoktrak,
yang hanya sah jika diumumkan dengan memberikararaedetil
mengenai waktu, tempat, para pihak dan persyadsarelang dan suatu
penawaran yang dibuat mengikat ketika seorang pemamemberikan

penawaran tertinggi, tujuan lelang barang terjepdda penawar tertinggi:

“Contract concluded following auction or tender wasnounced
giving details of inter alia the time, place, sulijematter and
conditions of the auction of tender. Both auction daender adopt
the rules of offer and acceptance describes abeith,some slight
modification. ... An offer made at an auction cedsese binding
when another bidders makes a better offer or th&ien has been
closed without choosing any offers. Usually theppse of he
auction is that the property is sold to the highbgtder, which
constitute the moment of the conclusion of conttact

J. Beatson, menyatakan lelang sebagai perjanjiagekean dengan

menyebutkan Pejabat Lelang sebagai salah satudaniagen:

“An auctioneer is an agent to sell the propertyagbublic auction.
Although primarily an agent for the seller, upom throperty being
knocked down, it has been held that the auctiofeeomes the
agent of the buyer, but only for the purpose ofnisig a
memorandum sufficient to satisfy the statutory &dities.
Auctioneers have authority to sell, but no to gnaaranties as to
property sold, unless expressly authorized by thkers Any
deposit paid by the buyer is normally held by tbetemneer, not as
agent of the seller, but as stakeholder. The s&lidirbe bound if

0 Brian W. Harveypp.cit.,hal. 1.
*1 bid.

%2 7dzislaw BrodeckiPolish Businestaw (Nederlands: Kluwer Law International. The
Hague, 1992), hal. 208.
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the auctioneer acts within his ostensible authorigyen though
disobeying instruction privately given. So if arcaoneer through
inadvertence and contrary to instructions puts up aticle for
sale without reserve, the seller will be boundhmy $ale. But where
there is a sale by auction with notice that it iject to reserve,
the auctioneer cannot reasonably be supposed te hathority to
accept a bid at less than the reserve fixed, andasmot bind the
seller by doing s6°

GHL Fridman, juga menyatakan lelang sebagai pegan;j

keagenan, dengan memasukkan Pejabat Lelang selbagai, yang

menjual dalam lelang umum, dengan penjualan yarykea atas barang

atau property, baik Pejabat Lelang diberi hak masgubarang atau tidak.

Pejabat Lelang sebagai agen dari para pihak dapaumut pelunasan

harga barang dan menyerahkan barang tersebut.

yaitu:

“Auctioneer are agents whose ordinary course ofibess is to sell
by public auction, that is by open sale, goods thep property.

They may or may not given possession of the gbadst is clear

that, when given possession, auctioneers are “nmieaagents”

within the factors act 1889A peculiarity of auctsans is that they
are agent for both parties to the sale which thgatete. Another
is that auctioneer, although an agent, maypersgnalle for the
price of goods sold and delivered by himself agianeer.”*

Dua hal terpenting dari pengertian lelang dapatemikkakan,

a. Terbatas pada penjualan barang di muka umum. Sgipang tidak

termasuk di dalamnya adalah pemebelian barang darbgrongan

pekerjaan secara lelang seperti mekanisme APBN g@efput dengan

“Lelang Tender”.

b. Harus terpenuhi 5 unsur, yaitu:

1)

Lelang adalah bentuk penjualan;

%3 . Beatsonl.aw of Contract(New York: Oxford University Press, 2002), hal267

¥ GHL Fridman,The Law of Agencyl.ondon: Butterworth & Co. Ltd., 1990), hal. 40.
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2) Cara penawaran harganya khusus, yaitu dengan esavaran
harganya khusus, yaitu dengan cara penawaran Imaiganaik,
turun-turun, dan atau secara tertulis tanpa merpberitas pada
pihak manapun untuk membeli;

3) Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya;

4) Terpenuhi unsur publisitas, yakni ada usaha menglkap pada
peminat atau peserta lelang. Sehingga lelang agalajnalan yang
transparan;

5) Dilaksanakannya pada suatu saat dan tempat tertentu
Dari pengertian lelang maka terdapat hal yang pgnpada

umumnya diketahui, yakni semacam “monopoli lelar@i’.dalam Pasal
la Peraturan Lelang ditegaskan bahwa penjualanuttianomum tidak
diperkenankan dilakukan kecuali hanya dihadapamdagejlLelang dari
kantor lelang. Pengecualian dari ketentuan ini bhadgpat diberikan
terhada ketentuan ini dikategorikan sebagai tindamlana pelanggaran
yang dapat dijatuhi pidana dentfa.

Hingga saat ini pengecualian pelaksanaan lelangy yaaak
dipimpin oleh Pejabat Lelang dari Kantor Lelangtaaa lain adalah lelang
barang pegadaian dan Lelang Ikan di Tempat Pelafatigan, di mana
mengenai hal ini diatur dalam Pasal 49 Peraturdanige

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam lelang hdala
a. Lelang adalah merupakan penjualan yang dilakukata gaiatu saat

dan tempat yang telah ditentukan.

b. Adanya pengumuman terlebih dahulu sebagai upayayungoulkan
peserta/peminat.

c. Dilaksanakan dengan penawaran secara lisan aauaséedulis
dengan sifatnya kompetitif, sehingga terjadi pentldean harga yang
khusus (spesifik atau wajar).

%5 E.X. Sutardjoloc.cit. hal. 3.
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d. Yang dinyatakan sebagai pemenang/ pembeli lelamdpladoeserta
dengan penawaran tertinggi.
Berdasarkan pengertian-pengertian lelang tersetbaslah bahwa
lelang merupakan suatu sarana untuk mempertemulamugd dan
pembeli dengan tujuan untuk menentukan harga yamgrwagi suatu

barang.

2.1.3 Asasasaslelang
Asas-asas lelang uang dikemukakan antara laintacfala

a. Transparansi karena lelang dilaksanakan secara terbuka, artinya
informasi akan adanya barang yang akan dilelangethuka buat
siapapun, termasuk informasi tentang kondisi banaagipun surat-
suratnya, tidak ada prioritas di antara pesefende ada kesamaan
hak dan kewajiban antara peserta dan karenanya rakagebabkan
menarik peminat, tanpa mengabaikan kontrol soshingga dapat
diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan lelang ydoyektif,
cepat dan mencapai harga yang diharapkan. Lelamgutinkan lebih
dahulu dan dilaksanakan di depan umum. Ini bebattiva pelaksanan
lelang dilakukan di bawah pengawasan umum. Bahkajaks
diumumkann pihak yang berkeberatan dapat mengajukezet atau
gugatan. Dengan cara ini diharapkan dapat terhimder adanya
penyimpangan-penyimpagan atau masalah hukum yanggiken
para pihak terkait.

b. Kompetitif karena lelang dilakukan dengan menggunakan ma&kani
penawaran yang memungkinkan terjadinya persaingabad
diantaranya para peserta lelang sehingga akanpterdearga yang
wajar sesuai dengan yang dikehendaki penjual y@étling rendah

sama dengan Harga Limit.

® F.X. Sutardjo, Pelelangan Barang-Barang dalam Rangka PemberesantaHa
Pailit, makalah disampaikan dalam pendidikan Penjual Letimgpengurus yang diselenggarakan
oleh Asosiasi Penjual Lelang dan Pengurus Indonesk@&rjasama dengan Departemen Hukum
dan HAM, Agustus 2008, hal 3-4.
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c. Independen dan impartigkarena lelang dipimpin oleh Pejabat Umum
yaitu Pejabat Lelang yang berdiri sendiri dankialeh dipengaruhi/
ditekan. Pejabat bekerja di bawah sumpah untuk ksateakan
ketentuan perundang-undangan lelang. Asas ini gigebut dengan
asas independen dan impartial yang diharapkan dapatebabkan
certaintyatau adanya kepastian, karena seorang PejabaiglLatialah
bebas dan tidak boleh diintervensi serta tidaktbalemihak/partisan.

d. Akuntabel karena dari setiap pelaksanaan lelang diterbitkesal&h
Lelang yang merupakan Akta Otentik. Dengan Risalatang,
Pembeli dapat mempertahankan haknya, dapat menggumng untuk
bukti balik nama dan bagi penjual dapat digunakabagai bukti
bahwa telah dilaksanakannya penjualan sesuai prossdng.

e. Efisien, karena lelang dilaksanakan pada saat dan tempat tgdah
ditetukan. Transaksi dilakukan pada saat itu dambagaran
dilakukan tunai. ltu sebabnya ada efisiensi wakin tiaya. Barang
dapat segera dikonversi menjadi uang.

Vincent Wee, ahli lelang dari Singapura dalam slkassempatan
di Indonesia tahun 1992 menggambarkan kebaikanndeldengan
mengatakan bahwa lelang dapat digolongkan sebBganocracy in
CommercgDemokrasi di bidang Perdagangan) karena adarsenkeatan
yang sama dan adanya persaingan untuk membeli goaramng akan
dilelang yang dapat mewujudk#éime quickness way to convert goods into
cash®’

Disamping itu, lelang juga menggunakan asas kest¢galantara
penjual/ pemohon lelang dengan peserta lelangyjsétga peserta lelang
yang menawar dengan harga tertinggi akan menjadgiepang lelang
(pembeli). Dengan ini terjadi kesepakatan mengdm@aga dan barang
antara penjual dan pembeli. Asas kesepakatan aturdidalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1320 daalR458.

" Ibid., hal. 4
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2.1.4 Fungs Leang

Sejak awalnya lelang dimaksudkan seebagai pelayamamm
artinya siapapun juga dapat menggunakan jasa létaing Negara dalam
menjual barang secara lelang. Lelang sebenarnygporgrai dua fungsi,
yakni fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi priiaelang tampak pada
peranana lelang sebagai institusi pasar yang memekian penjual dna
pembeli sehingga lelang berperan dalam memperlamces lalu lintas
perdagangan barang.

Fungsi publik® terlihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Fungsi pertama: mengamankan aset yang dimiliki atau dikuasai
negara dalam rangka meningkatkan efisiensi daib tadministrasi
dari pengelolaan aset tersebut.

b. Fungsi keduamewujudkan penegakan hukum yang tercermin adanya
keadilan, kesamaan dan kepastian hukum sepertugdanj barang
bukt bekas siataan pengadilan, kejaksaan, pajakneéampakan bagian
dari sistem hukum yang berkaitan dengan acara {@erdeara pidana,
kepailitan dan sebagainya yang berasal dari pekaraata pada
umumnya dan perkara tunggakan pajak negara, kreiet perbankan
nasional pada khusunya, serta perkara pidana.

Fungsi kedua berkaitan dengan kedudukan lelangmdala
kerangka sistem hukum Indonesia. Lelang sebaganaapenjualan
barang diperlukan guna melengkapi sistem hukum yala dibuat
terlebih dahulu seperti BW, HIR dan RBG. Penjudbanang secara
lelang dirasakan sebagai alternatif yang tetapnieas@ang diperlukan
adalah suatu sistem penjualan yang selain harugunamgkan pihak
penjual, juga memenuhi persyaratan-persyaratargaebarikut:

1) Adil, karena penjualannya secara terbuka, obyektif pletitif dan
dapat dikontrol langsung oleh masyarakat. Sebelw@iang

*% Ibid.
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diadakan, maka pihak-pihak yang merasa dirugikéerdicukup
waktu untuk bantahan dan sebagainya.

Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin, dan dilak&anaoleh
Pejabat Lelang yang adalah Pejabat Umum vyang &aersif
independen. Karena itu pembeli lelang pada dasamcwaup
terlindungi. Sistem lelang mengharuskan Pejabaarigeimeneliti
lebih dulu secara formal tentang keabsahan pemjaal barang
yang akan dijual (subyek dan obyek lelang). Bahgelaksanaan
lelang harus lebih dahulu diumumkan sehingga meikdoer
kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin njekaga
keberatan atas penjualan tersebut. Oleh karenpetjalan secara
lelang adalah penjualan yang aman.

Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman
lelang, sehingga peserta lelang dapat terkumpub it hari
lelang dan pada saat itu pula ditentukan pembelirgerta
pembayarannya secara tunai.

Mewujudkan harga yang wajar, karena pembetukan harga
lelang pada dasarnya menggunakan sistem yangdieesihpetitif
dan transparan.

Memberikan kepastian hukum, karena dari setiap pelaksanaan
lelang diterbitkan Risalah Lelang yang merupakartaARtentik,

yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

. Fungsi ketiga pengumpul penerimaan negara dalam bentuk Bea

Lelang, biaya administrasi serta fungsi budgetemiza seperti tugas
mengamankan pajak pengahasilan (PPh) Pasal 25 emriP&olehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas lelanghtatan/atau
bangunan.

Karena lelang pada dasarkanya mengemban fungsikpubl
maka sangatlah tepat apabila ditegaskan dalam Ras#eraturan
Lelang bahwa suatu lelang tidak boleh dilakukanuk&cdihadapan
Pejabat Lelang.
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215 JenisLelang

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab bararal dgn penjual
dalam hubungannya dengan barang yang akan dilel@rigt lelang
ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedak@ara lelang eksekusi
dan lelang non-eksekusi. Lelang eksekusi adalalandel untuk
melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan ataumeok yang
dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundarggac yang
berlaku. Lelang non-eksekusi adalah lelang seleli@ng eksekusi yang
meliputi lelang non-eksekusi wajib dan lelang né&sekusi sukarela.
Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk neglakkan penjualan
barang milik negara/ daerah dan kekayaan negam gigpisahkan sesuai
peraturan yang berlaku. Sedangkan lelang non-eksskmakrela adalah
lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan b&alan untuk

menjual miliknya>’®

a. Lelangyang Bersifat Eksekus dan Wajib
1) Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (AUPN

Lelang eksekusi PUPN adalah pelayanan lelang yang
diberikan kepada PUPN/ BUPLN dalam rangka proses
penyelesaian pengurusan piutang negara atas baaamgan/
sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayaangnya
kepada negara berdasarkan Undang-Undang NomorpA9dhun
1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negaraangpndndang
dimaksud memberikan kewenangan Justisial pada PuUiRtik
mengeluarkan produk-produk hukum berupa PernyaBsasama
(PB), dan Surat Paksa (SP), yang masing-masingitdbert
eksekutorial, juga kewenangan menyita dan meméikatabarang
untuk dilelang. Penyelenggara dari produk hukursetent adalah
Badan Urusan Piutang Negara (BUPLN) yang ditingkat

%9 purnama Tioria Sianturp.cit, hal. 56-57.
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operasional dilaksanakan oleh Kantor Pelayangn Ufrasgn
Piutang Negara (KP3N).
Lelang eksekusi Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama

Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/ Pengadilan
Agama (PA) adalah lelang yang diminta oleh panitef/PA
untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yahah
berkekuatan pasti, khususnya dalam rangka perdatmasuk
lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak uaggg telah
diminta fiat eksekusi kepada ketua pengadilan.

Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejdksagidik

Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejadksaan
penyidik adalah lelang yang dilaksanakan terhadapry temuan
dan lelang dalam kerangka acara pidana sebagaidatioga dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
antara lain meliputi lelang eksekusi barang yarghtediputus
diramas untuk negara, termasuk dalam kaitan ituabdkelang
eksekusi Pasal 45 KUHAP yaitu lelang barang buatigymudah
rusak, busuk dan memerlukan biaya penyimpananitingg
Lelang sita pajak

Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan paghlagai
tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada nebdark pajak
pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaiiedelang
ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.

Lelang eksekusi barang Direktorat Jendral Bea daiaiBarang
tak Bertuan)

Lelang barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukamtdap
diadakan terhadap barang yang dinyatakan tidakaddéiu barang
yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi nhkdgara.
Direktorat Bea dan Cukai telah mengelompokkan lmpraenjadi
tiga, yaitu barang yang dinyatakan tidak dikuasairang yang

dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Neeghelang
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barang tak bertuan dimaksudkan untuk menyebut delgaing
dilakukan terhadap barang yang dalam jangka wakng ytidak
ditentukan tidak dibayar bea masuknya

6) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggunga
(UUHT)

Lelang eksekusi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6

UUHT, yang memberikan hak kepada Pemegang Hak tauggm
Pertama untuk menjual sendiri secara lelang tephadigek hak
tanggungan apabila cidera janji. Pelaksanaan Letsgkusi Hak
Tanggungan didasarkan Pasal 6 UUHT.

7) Lelang Eksekusi Fidusia
Lelang eksekusi Fidusia adalah lelang terhadap koffigusia
karena debitor cidera janji, sebagaimana diatur ddgdJndang
fidusia. Parate eksekusi fidusia, kreditor tidaklpeneminta fiat
eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila ak@mual secara
lelang barang agunan kredit yang diikat fidusika jdebitor cidera

jan;i.®®

b. Lelang Non Eksekusi Wajib
Lelang barang inventaris instansi pemerintah pugatherintah
daerah adalah lelang yang dilakukan dalam rangkghmgpusan barang

milik atau dikuasai negara, termasuk dalam peragertibarang

0 pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tgniaminan Fidusia mengatur:
Apabila debitor cidera janji, eksekusi terhadapabgryang menjadi obyek jaminan fidusia dapat
dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial.

b. Penjualan barang yang menjadi obyek jaminan fidataa kekuasaan Penerima Fidusia
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilr@edan piutangnya dari hasil
penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasakesepakatan Pemberi dan
Penerima Fidusia, jika dengan cara demikian dape¢raleh harga tertinggi yang
menguntungkan para pihak.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), dalam hal debitodes fidusia cidera janji
dimungkinkan parate eksekusi berdasarkan title kekedal yang dicantumkan dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia, langsung melalui lelang tanpa dlegekusi pengadilan. Lihat Sutan Remy
Sjahdeini, “Komentar Pasal demi Pasal Undang-Undéoignor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 10: 20009).189.
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milik/dikuasai negara adalah aset pemerintah piesatah, ABRI maupun
sipil. Barang yang dimiliki negara adalah baranggygpengadaannya
bersumber dari dana yang berasal dari APBN, APBIa seimber-sumber
lainnya atau barang yang nyata-nyata dimiliki nagdrerdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tidakamrk kekayaan
negara yang dipisahkan. Hal ini secara jelas digag dalam Instruski
Presiden No. 9 Tahun 1970 tentang penjualan/ peahtadganan barang-
banrang yang dimiliki, dikuasai oleh negara harlekdkan secara lelang
dan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentalaggamaan APBN,
di mana dalam Pasal 5 ayat (6) disebutkan bahwguglan barang
bergerak atau barang tidak bergerak milik negarashdilakukan melalui
Kantor Lelang Negara (KLN), kecuali apabila Ment&euangan telah
memberikan persetujuan tertulis untuk melaksandkeagan cara lain.

c. Lelang Sukarela
1) Lelang sukarela/ swasta

Lelang sukarela/ swasta adalah jenis pelayanamgektas
permohonan masyarakat secara sukarela. Jenis patayalang ini
sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengdradserbentuk
jual beli individual/ jual beli biasa yang dikerdilmasyarakat. Lelang
sukarela ini saat ini sudah berjalan antara laiantp barang-barang
milik kedutaan/ korps diplomatik, lelang barangisaperti karpet dan
lukisan, lelang sukarela yang diadakan oleh Baddauhg.

2) Lelang sukarela BUMN (persero)

Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12nTaR98
tentang Perusahaan Perseroan (Persero) mengagumperaero tidak
berlaku Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tepRenjualan dan
atau Pemindahtanganan Barang-Barang yang dintdiikifasai negara,
yang harus melalui Kantor Lelang. Dalam penjelagasal 37
dinyatakan guna memberikan keleluasaan pada Petaer®erseroan

Terbuka dalam melaksanakan usahanya, maka penjudim
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pengalihan barang yang dimiliki atau dikuasai Negatinyatakan
tidak berlaku. Persero wajib menjual barangnya lelalang atau
dapat menjual barang asetnya tanpa melalui leldilga Persero
memilih cara penjualan lelang, maka lelang tersebuhasuk jenis
lelang sukarela.

2.1.6 Cara-CaraMedelang™
a. CaraMeeangditinjau dari cara penawaran
1) Lelang Tertulis/ Tertutup
a) Dalam hal ini penawaran harga harus dilakukan setaatulis
dalam amplop tertutup.
b) Dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka/lisan tafdapat dua
atau lebih penawaran tertingi atau penawan tertitgdum
mencapai limit yang dikehendaki penjual.
2) Lelang Terbuka/Lisan

Penawaran harga dilakukan secara lisan dengan pemaw
naik-naik atau turun-turun.

b. CaraMeleanglainnya

1) Lelang Eksklusif

Dalam harga penawaran yang diajukan peserta/ pemglketeng
belum terhitung pungutan-pungutan lelang (Bea LgeRembeli, Uang
Miskin). Pada umumnya, lelang yang dilakukan adaladlang
Eksklusif.
2) Lelang Inklusif

Dalam harga penawaran yang diajukan peserta/ pemena
lelang sudah terhitung pungutan-pungutan lelang (Belang, Uang
Miskin). Lelang inklusif dilakukan apabla ada pentaian tertulis dari

penjual. Dasar hukumnya adalah Surat Edaran KepatRLN No.

1 F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indistiani, Lelang: Teori dan
Praktek(Bab IlI: Ruang Lingkup Lelang)xhttp://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori

dan-praktek/view-category.html
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SE-59/PN/1994 tanggal 12 Oktober 1994 tentang Cata Penawaran
Lelang.
3) Lelang dengan Harga LimiReserve Price

Pejabat Lelang meneapkan penawar tertinggi sebagai
pemenang lelang apabila penawarannya sudah mehcapampaui
Reserve Pricgang dikehendaki penjual.
4) Lelang Tanpa Harga LimiRReserve Price

Pejabat Lelang menetapkan penawar tertigi berapbgsarnya
penawaran yang diajukan, sebagai pemenang lelaignd jenis ini

belum lazin dilakukan di Indoensia.

2.1.7 Dasar Hukum L elang
Secara garis besar, dasar hukum lelang dapat ddsgm dua
bagian, yaitu:
a. Ketentuan Umum
Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundadgngannya
tidak secara khusus mengatur tentang tata carafuogelang.
1) Burgelijk WetboekKitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl.
1847/23, antara lain Pasal 389, 395, 1139 (1), 1119
2) Reglement op de Burgelijk Rechtsvordetifi§G (Reglement
Hukum Acara Perdata untuk daerah di Luar Jawa dadulké)
Stbl. 1927 No, 227, Pasal 206-228;
3) Herziene Inlandsch RegleméflR atau Reglement Indonesia
yang diperbaharui/RIB Stbl. 1941 No. 44, antara Rasal 195-
208;
4) UU No. 49 Prp 1960 tentang PUPN, Pasal 10 dan 13;
5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang ufuk
Acara Pidana, Pasal 35 dan 273;
6) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal &gs@bhana
telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentaniga&an;
7) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
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8) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 6;

9) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

10)UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak desgsat
Paksa;

11)UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

12)UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penanda
Membayar Utang;

13)PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,;

14)PP No. 44 Tahun 2003 tentang Pemungutan Penerildagara
Bukan Pajak (PNBP).

15)PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barangk Mili
Negara/Daerah.

. Ketentuan Khusus, yaitu peraturan perundang-undagygag secara

khusus mengatur tentang keberadaan lelang, tata dan prosedur

lelang.

1) Vendu ReglemenfUndang-Undang Lelang) Stbl. 1908 No. 189
yang terdiri dari 49 Pasal;

2) Vendu Instructie (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Lelang) Stbl. 1908 No. 190 yang terdiri dari 62 &as

3) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 tentang Pesjudhn atau
pemindahtangan barang-barang yang dimiliki atauabki negara;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/200ggdgal 30
November 2005 tentang Balai Lelang;

5) Peraturan Menteri Keuangan monor 119/PMK.07/20@8dal 30
November 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II;

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/200@dah 30
Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I;

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/201@gah 23
April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
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Prosedur Lelang

Adapun prosedur lelangnya adalah sebagai berikut:

Surat permohonan lelang dari Penjual Lelang kepkdpala
KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
dilampiri dengan dokumen-dokumen persyaratan lelgagg
menunjukkan dasar hukum permohonan lelang, legap&njual
lelang maupun barang yang akan dilelang.

KPKNL kemudian menentukan tanggal, waktu, dan tempa
pelaksanaan lelang dengan memperhatikan keingirmolpon
lelang.

Penjual lelang melaksanakan pengumuman lelangaécas dan
terarah. Tata cara pengumuman lelangnya mengikiiéi tara
pengumuman lelang eksekusi sebagaimana diatur daésal 41

sampai 52, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/R@/R010;

. KPKNL meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) daridagobyek

yang akan dilelang ke Kantor Pertahanan setempsiilapyang
akan dilelang adalah tanah;

Penjual lelang menentukan harga limit benda/obyakgyakan
dilelang. Harga limit ditetapkan secara wajar algaperlu sedapat
mungkin ditentukan dengan bantuan Penilai yangpedden;
Penjual lelang dapat meminta syarat lain atas pgusen KPKNL,
seperti uang jaminan dll;

Masyarakat yang berminat mengikuti lelang harusmereuhi
persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman lelangdapat
meminta informasi lebih lanjut mengenai obyek lglamaupun
dokumen kepemilikannya kepada KPKNL atau kepadajuBen

Lelang serta dapat meninjau obyek lelang;

. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yangh tel

mencapai/melampaui Harga Limit akan dinyatakan gaba
pemenang lelang (pembeli) dan membayar harga leldambah

Bea Lelang;
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Penjual lelang akan menerima hasil penjualan detbfotong Bea
Lelang Penjual dan PPh (Pajak Penghasilan) Pasap&aila yang
dilelang adalah tanah atau tanah dan bangunan.al®Hperalihan
Hak atas tanah dan/bangunan yang tarifnya 5% taersédpat
dipotong dari hasil lelang dan disetorkan oleh KRK&as nama
debitor pailit atau pemilik barang;

Penjual lelang dapat meminta Salinan Risalah Lel&®gnenang
lelang juga berhak mendapat Petikan Risalah Lelanguk

mengurus balik nama.

Hak dan Kewajiban Peserta/Pembeli Lelang

Pembeli Lelang adalah orang atau badan atau pdstahg yang

mengajukan penawaran tertinggi yang telah mencafm melampaui

Harga Limit dan ditunjuk sebagai pemenang lelae) élejabat Lelang.

a.
1)

2)
3)

4)

1)
2)
3)
4)

Hak peserta/pembeli lelang :

Melihat dan meminta keterangan tentang barang ddunden-
dokumen barang yang dilelang,

Melihat dan memeriksa barang yang dilelang,

Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjulbagai pembeli
lelang (tidak menjadi pemenang lelang),

Meminta petikan/grosse Risalah Lelang dan kwitdelsing bila
ditunjuk sebagai pembeli lelang.

Kewajiban peserta/pembeli lelang ;

Menyetor uang jaminan ke Pejabat Lelang,

Hadir dalam pelaksanaan lelang, kecuali diwakéhdkuasanya,
Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang,

Membayar pokok lelang, Bea Lelang dan pajak/pumgldaanya
(BPHTB) bila ditunjuk jadi pembeli lelang.

Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang h tela

mencapai/melampaui harga limit menjadi pemenaramnteban ditetapkan

sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang yang memimgliand) tersebut.

Pembeli wajib membayar harga lelang, Bea Lelang mlargutan negara
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lainnya. Apabila pembeli tidak/tidak sepenuhnya reeuhi kewajibannya
tersebut, Pejabat Lelang membatalkan statusnya gaebBembeli.
Selanjutnya pembeli yang tidak memenuhi kewajibantersebut tidak

boleh ikut lagi lelang diseluruh wilayah Indonesedama 6 bulan.

2.1.9 Leangsebagai Jual Beli

Lelang termasuk perjanjian bernanmorhinaaj perjanjian khusus
(benoemyl karena mempumyai nama sendiri “lelang” yang utiatan
diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, yaituardaMendu
Reglement Lelang tidak secara khusus diatur dalam Kitab dsod
Undang Hukum Perdata tetapi termasuk perjanjiandma diluar Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1319 Kitab Updladang
Hukum Perdata membedakan perjanjian atas perjanp@mnama
(nominaa} dan perjanjian tidak bernamanrfoominaa} atau perjanjian
khusus penoemil dan perjanjian umumofibenoemjp Perjanjian khusus
adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiriudidan diberi nama
oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe patgg banyak
terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapaardaBuku 11l Bab V s/d
XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diluar ja@jian khusus
tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjigang tidak diatur
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetepiapat didalam
masyarakat, yang lahir dalam praktek berdasarkaas debebasan
mengadakan perjanjian yang berlaku didalam HukunrjaRj@an,
contohnya perjanjian sewa b&li. Penjualan lelang dikuasai oleh
ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Ranm@ngenai jual
beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang HukunmdB& Buku IlI
tentang Perikatan. Pasal 1319 Kitab Undang-Undangui Perdata
berbunyi “semua perjanjian baik yang mempunyai n&mzsus maupun

62 Mariam Darus BadrulzamarKUH Perdata Buku Ill Hukum Perikatan Dengan
PenjelasanEdisi Kedua, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 91.
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yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu,uturnmhda peraturan
umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual bedikanketentuan
jual beli sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Ungdlukum Perdata
juga berlaku dalam lelang. Lelang mengandung uoBsw yang
tercantum dalam definisi jual beli adanya subjekum, yaitu penjual dan
pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dangbietebtang barang
dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbw@rarihak penjual
dan pembeli. Esensi dari lelang dan jual beli ddganyerahan barang
dan pembayaran harga. Lelang adalah perjanjian hed] hubungan
hukum yang terdapat di lelang adalah hubungan hukiainbeli antara
penjual lelang dengan pembeli lelang dengan pea@ara Pejabat
Lelang®®

Penjualan lelang memiliki identitas dan karaktécissendiri,
dengan adanya pengaturan khusus dal@mdu Reglemenyaitu lelang
harus memenuhi unsur unsur berikut:

a. penjualan barang dimuka umum;

b. didahului dengan upaya pengumpulan peminat mefgangumuman
lelang;

c. dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang;

d. harga terbentuk dengan cara penawaran lisan ndkatau turun-
turun dan atau tertulis.

Dengan demikian yang membedakan lelang dari judi be
individual adalah cara melakukan penjualan hariekadkan dengan cara
di muka umum, dihadapan Pejabat Lelang, denganupemgian peminat
sebelumnya dan adanya pembentukan harga naik-maik tarun-turun

untuk mencapai harga.

% Lelang pada hakekatnya adalah penjualan baranadkeprang banyak atau di muka
umum. Karena itu pelelangan sering juga disebuagabpenjualan umum. Perbedaan lelang
dengan jual beli yang bukan lelang adalah terlgtala prosesnya. Jika dalam jual beli (non
lelang) proses penawaran jual beli dilakukan aptnson maka dalam pelelangan penawaran
dilakukan oleh perorangan kepada publik (umum).atiBachtiar Sibarani, “Masalah Hukum
Privatisasi Lelang”Jurnal Keadilan,Volume 4, Nomor 1 Tahun 2005/2006, hal. 18.
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Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan suystjanjian
konsensuil artinya lelang sudah dilahirkan sebagatu perjanjian yang
sah® mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detilapainya
sepakat antara penjual dan pembeli lelang mengemsur-unsur yang
pokok gssensialipyaitu barang dan harga lelang, yang terjadi s
Pejabat Lelang untuk kepentingan penjual menunjekawar yang
tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembelang. Sifat
konsensualisme jual beli ditegaskan dalam Pasa8 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dgap telah terjadi
antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah rmpansapakat tentang
barang dan harga, meskipun barang itu belum dikerahmaupun
harganya belum dibayar”. Perjanjian lelang itu lamwpligatoir saja,
artinya lelang belum memindahkan hak milik, leldragu meletakkan hak
dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaemberikan
kepada pembeli hak untuk menuntut diserahkannyaribk atas barang
yang dijual.

Penjualan lelang yang berasal dari eksekusi bgeanman, lelang
dilaksanakan atas perintah undang-undang oleh pylaaky berwenang
menguasai, yang bukan pemilik barang, tetapi pélagdd PUPN/
pemegang hak tanggungan pertama. Untuk PN/ PUPMNyehang
menguasai menjadi barang dalam lingkup Hukum Pubiika eksekusi
atas barang jaminan dilakukan oleh Pejabat Lelaetask | yang
merupakan pejabat publik, berdasarkan prosedulgimag yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan, timbul peréamyleagaimanakah

® pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aiangt (empat) syarat yang

harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syaratagyarsebut adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua merupakan syarat-sydgeksf) jika salah satu dari syarat tersebut
tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dikatal Syarat ketiga dan keempat merupakan
syarat objektif, yakni juka salah satu dari kedyarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi
batal demi hukum.
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pertautan hukum antara Hukum Publik dengan Hukund&®a pada

pelelangan tersebut? Hukum mengenal pembagian Hitaltik dengan

Perdata. Dalam perbuatan-perbuatan hukum yang mekyta lelang

barang jaminan, terdapat pergeseran wenang hukunHdeum Perdata

ke Hukum Publik, kemudian ke Hukum Perdata, kentudia Hukum

Publik, dengan alasan sebagai berikut:

a.

ketika barang jaminan diserahkan kepada bank sehmgg@njian
assesoir dari perjanjian kredit, maka perbuatanupskan wenang
Hukum Perdata.

ketika barang jaminan dibebani Hak Tanggungan ddaftdrkan di
Kantor Pertahanan, maka perbuatan merupakan wensdohg.

ketika barang diserahkan kepada lembaga eksekusidBhgan
ketentuan Hukum Acara Perdata, PUPN dengan Undaigug
Nomor 49 Tahun 1960, maka perbuatan merupakanngeHakum
Publik.

. ketika Pejabat Lelang menunjuk pembeli lelang unitebentingan

penjual, Pejabat Lelang sebagai pejabat publikakuilan perbuatan
hukum yang bersifat perdata dalam kuasa Hukum Rerd@arena
Pejabat Lelang tidak dapat bertindak menggunakdwdsaan dan
kewenangan publiknya untuk mengatur pemenang Ielamgupun
besarnya harga penawaran yang menjadi pemenang dalang.
Pemenang lelang harus dikembalikan kepada kuasarhukerdata
yaitu penawar tertinggi dengan harga yang disepalat pembeli dan
penjual barang lelang (yang diwakili oleh Pejabatahg), diantara
para penawar yang ada. Alasan lainnya lelang mkampaerbuatan
yang berhubungan dengan kepemilikan.

Jika kita membedakan prosedur lelang dengan penbuatang

(penunjukan pembeli lelang sebagai tahap konsgnsoibka terjadi

pergeseran Hukum Publik yang berwenang ketika droskelang kearah

Hukum Perdata ketika terjadi perbuatan lelang (pprkan pembeli

sebagai tahap konsensuil).
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Dengan demikian tidaklah relevan mempertentangkeland
apakah dalam kewenangan Hukum Publik atau Kewemarakum
Perdata, karena esensi dari lelang adalah adanyeaipgn sejumlah
barang menjadi uang, yang dalam lembaga hukum utigeal beli. Hal
itu terbukti dengan telah dimungkinkan lelang olPlejabat Lelang
Kelas Il sebagai Pejabat Lelang swasta, dan selyalidimungkinkannya
Pejabat Lelang pemerintah melaksanakan lelang fasakarela yang
merupakan kepemilikan perdata. Kaitan lelang dengakum Publik
semata karena asal dalam tertentu asal barangdimt@gng merupakan
barang yang dimiliki maupun dikuasai, seperti daltang eksekusi
Pengadilan dan PUPN dan dalam lelang inventaris pamual adalah
pemerintah. Kaitan lelang dan Hukum Publik semat@ha dalam lelang
tertentu barang dijual adalah barang yang dimiikn ddikuasai oleh
negara. Pemerintah daerah/pusat, BUMN/BUMD, asahrgp adalah
kekayaan negara dan pelaksana lelang yang maakukidn oleh Pejabat
Lelang Kelas | yang merupakan Pejabat Tata Usalgarde

Pengakuan lelang sebagai suatu kontrak yang td&gtaila Pejabat
Lelang mengumumkan dengan memukulkan palu ataulasmaya yang

biasa dilakukan, M.G. Bridge, menyatakan:

Although Part Il of The Sale of Goods Acts is &dit'Formation
of the Contracts”, the one provision dealing wittetformation of
contracts, section 57 on auction sales, Sectiof2%7in providing
that the contract is concluded when the auctiorserounces this
by the fall of the hammer or in some other custgnveas codifies
one of the earliest common law rules on contraanfdion®

SelanjutnyaThe Sale of Goods At®79, yang telah diamandemen
denganThe Sale and Supply of Goods A&94, The Sale of Goods
(Amendment) 1994, dan The Sale (Amendment) of Gad995. Lelang
diatur khusus dalanSubsections 08. 57, mengatur sebagai berikut:

hal. 13.

® Michael Bridge, The Sale of Good{New York: Oxford University Press, 1997),
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a. Where the goods are put up for sale by auctionois, leach lot is
prima facie deemed to be the subjects of a sepeaatigact of sale.

b. A sale by auction is complete when the auctione®roances its
completion by the fall of the hammer, or in theeotltustomary
manner, and until the announcement is made anyebiddhy retract
his bid.

Barang yang ditentukan dijual melalui lelang sebagimasing-
masing bagian dijual melalui lelang dalam jumlamyak, dianggap
subjek dari kontrak yang terpisah dari penjualanjtalan melalui lelang
menjadi lengkap ketika Pejabat Lelang mengumumkalenigkapannya
dengan ketukan palu, atau dengan cara yang biasgda Sampai dengan
pengumuman itu dibuat, penawar boleh mencabut tawga. Dalam
Undang-Undang ini sangat jelas, bahwa penawar lagalag mengajukan
penawaran, Pejabat Lelang sebagai orang yang men@enawaran, dan
kontrak terbentuk dengan ketukan palu. Dalam pkakienjualan lelang
tunduk pada syarat-syarat penjualan khusus yaregputisCondition of
Sale.®®

Pemohon/penjual lelang dapat berstatus pemilikngaedau yang
dikuasakan atau yang karena kuasa Undang-Undaag dibwenang oleh
pemilik barang untuk menjual barang yang bersarmgkuDalam hal
lelang eksekusi khususnya lelang barang jaminamjugk yang
sebenarnya adalah pemilik barang atau debitor gendmun berdasarkan
kuasa kedudukan sebagai kuasa menurut hukiegal( mandatory,

wettelijke vertegenwoordiff) seorang pejabat negara dapat dapat

% p.S Atiyah, John N. Adams, Hector Macqueefhe Sale of GoogslOth Edition,

(London: Henry Ling Ltd., at Dorsel Press, 200H), 36.

67 Kuasa menurut hukum disebut juggal mandatoryatauwettelijkevertegenwoordig

maksudnya undang-undang sendiri telah menetapkseoisag atau suatu badan untuk dengan
sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orateebadan tersebut tanpa memerlukan surat
kuasa, misalnya Balai Harta Peninggalan sebagau&drelang kepailitan, kedudukan kejaksaan
sebagai kuasa kuasa menurut hukum dalam Pasala2{2yUndang-Undang Nomor 5 Tahun
1991, lihat M. Yahya Harahagjukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidan§amyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadil@hgkarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004) hal. 8.
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bertindak selaku kuasa dari penjual atau pemilikathg Penjual dalam

lelang barang jaminan perbankan berdasarkan kuasaurot hukum

(legal mandatory, wettelijke vertergenwoordigitara lain:

a. Pengadilan, dalam lelang berasal dari penjualannmmperbankan
dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

b. PUPN, dalam hal lelang berasal dari penjualan jamiperbankan
dilakukan oleh PUPN/KP2LN.

c. Bank Pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaamg lela
berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tamggan sesuai
Pasal 6 UUHT.

Pembeli dalam lelang adalah orang atau badan yargajukan
penawaran tertinggi yang tercapai atau melampaulai Mimit yang
disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat d.el&ebelum
seseorang ditunjuk selaku pembeli lelang, makali#ah peserta lelarf§.
Setiap orang dapat menjadi pembeli lel&hiecuali orang-orang tertentu

yang berdasarkan ketentuan dilarang menjadi per#delig’® Larangan

®Hak peserta lelang: melihat dokumen-dokumen tenteegemilikan dan meminta
keterangan penjelasan/tambahan; melihat/menelitaingayang akan dilelang;meminta salinan
Risalah Lelang dalam hal yang bersangkutan memeadienang lelang; meminta kembali uang
jaminan lelang kelebihan uang jaminan; mendapalikkaiang dan bukti pelunasan serta dokumen-
dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lel&®gvajiban-kewajiban peserta lelang
adalah: menyetor uang jaminan lelang ke Kantor Agldadir dalam pelaksanaan lelang baik
sendiri maupun kuasanya; mengisi surat penawaratasdimaterai secukupnya (dalam hal
penawaran tertulis); membayar pokok lelang, Beangldan uang miskin; mentaati tata tertib
lelang yang telah memiliki kewajiban. Lih&engetahuan Tentang Penjualan Barang Secara
Lelang, opxit., hal. 7.

% pasal 6 huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1882agaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentarigaRlean, memungkinkan kreditor bank
pemerintah membeli agunannya melalui lelang, umiakibeli yang akan ditunjuk kemudian,
dengan menyatakan bahwa pembelian tersebut dilakuktak pihak lain yang ditunjuk kemudian
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal janglaktu telah terlambat,bank dianggap
sebagai pembeli. Pembelian agunan yang demikiarsthsertai dengan akta notaris. Hal tersebut
juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agrddpala Kantor Pertahan Nasional Nomor 3
tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraRgarerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal
110.

0 Pasal 69 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PK2BI® tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, (1) Pejabat Lelang dan kelusedarah dalam garis lurus ke atas dan ke

bawah derajat pertama, suamifistri serta saudakandang Pejabat Lelang, Pejabat Penjual,
Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Béagacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai,
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menjadi pembeli lelang terhadap tereksekusi/ debigmgugat/ terpidana
yang terkait dengan lelang dilarang menjadi pembelitentangan dengan
keadilan, karena adalah menjadi hak setiap oratkgédr@ksekusi/ debitor/
tergugat/ terpidana untuk mempertahankan haknyajasak membeli
melalui lelang, jika pembayaran hutang tidak menkurigan. Hukum
sendiri telah mengatur pembelian atas objek eksekasdasarkan Pasal
1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan kamivanjadi
jaminan umum dari hutang-hutangnya.

Penjual adalah perseorangan, badan atau instansig ya
berdasarkan peraturan perundang-undangan ataunj@erjcberwenang
melakukan penjualan secara lelang. Penjual digelgat pemohon lelang
yaitu orang/badan yang mengajukan permohonan keldadsor Lelang
untuk menjual barang secara lelang. Pemohon dagratatus pemilik
barang atau yang dikuasakan atau yang karena kwasang-undang
diberi wewenang untuk menjual barang yang bersaagkuPemohon
lelang/penjual lelang berhak:

a. Memilih cara penawaran lelang;

b. Menetapkan besarnya uang jaminan;

c. Menetapkan harga limit barang;

d. Menetapkan syarat-syarat lelang;

e. Menerima uang hasil lelang;

f. Meminta kutipan/salinan Risalah Lelang berikut Ipkikti
terkait.

Disamping mempunyai hak penjual lelang juga mempuny
berkewajiban. Kewajiban penjual lelang:

a. Mengajukan permohonan lelang;
b. Melengkapi syarat-syarat/dokumen-dokumen lelang;

c. Mengadakan pengumuman lelang;

Pegawai DJKN, Pegawai Balai Lelang dan PegawaidfaPejabat Lelang Kelas Il yang terkait
langsung dengan proses lelang dilarang menjadirtpeselang. (2) Selain pihak-pihak yang
dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan Lelangk&&is pihak tereksekusi/ debitor/ tergugat/
terpidana yang terkait dengan lelang dilarang niBmeserta lelang.
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d. Membayar Bea Lelang penjual,

e. Menyerahkan barang dan dokumen terkait kepada pamen
lelang;

f. Membayar PPh Pasal 25 bila yang dilelang berupahtaian atau
tanah/bangunan,;

g. Mentaati tata tertib lelang.

Vendu Reglementidak mengatur mengenai kewajiban dan
tanggung-jawab penjuaVendu Reglemerttanya mengatur hak penjual
yaitu: menetukan syarat-syarat penjualan (Pasal Rayal 22Verdu
Reglemensecara implisit mengatur kewajiban pembeli untukmbayar
harga pembelian dan biaya yang menjadi beban. Memndgeswajiban
pembeli dapat kita lihat pada Pasal 67 Peraturamtdfie Keuangan
Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanhatang yaitu
pembeli dilarang mengambil/menguasai barang yabglidya sebelum
memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan pajakigangsah lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan. Lelang sehsgaiperjanjian jual
beli, maka mengenai hak, kewajiban, dan tanggumghapenjual dan
pembeli dalam lelang tunduk pada ketentuan umuinbgiasebagaimana

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.10 Aspek Aspek hukum Lelang yang timbul dalam praktek
Dalam prakteknya, aspek-aspek hukum lelang yanqgkeai
timbul antara lair*
a. Hargayangterbetuk dalam lelang
Di dalam praktek soal harga yang terbentuk dalalakpanaan
lelang sering kali dijadikan alasan untuk mengguBalam kaitan ini
perlu dipahami bahwa lelang adalah cara penjuatanry ydiatur oleh
undang-undang. Lelang adalah institusi pasar, tei@demu antara

penjual dan pembeli yang dipimpin oleh Pejabat hglgang berdiri

' E.X. Sutardjo,Penjualan Secara Lelang: Perjalanannya Saat inintdagan dan
Prospeknya ke Depanp. cit, hal. 19-23.
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independen, tidak memihak kepentingan kreditur diglitur. Karena
itu harga yang terbentuk seharusnya adalah hangg@ wajar sesuai
dengan kondisi dan keadaan barang yang bersangkégaabila
prosedur lelang sudah dilaksanakan sesuai dengdantlkan,
seyogyanya harga yang terbentuk dalam lelang ti#gdat diganggu
gugat lagi.

. Pembatalan lelang

Terhadap lelang yang telah dilaksanakan, tidakatddap
dibatalkan oleh Kantor Lelang, hal ini ditegaskaaladh Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Hatun
Pelaksanaan Lelang yang berbunyi “pelelangan ydelgh
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlalak tdapat
dibatalkan”. Buku Il Mahkamah Agung pada dasarnyamiperikan
pedoman bahwa lelang adalah penjualan yang didélr endang-
undang. Karena itu apabila pelaksanaannya sudatemérmprosedur
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada asasagg tidak dapat
dibatalkan. Namun demikian bilamana terbukti bahpedaksanan
lelang dilakukan bertentangan dengan ketentuan pamnigku, maka
lelang menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkamalnebugatan
yang diajukan ke Pengadilan.

Pembatalan lelang tersebut terjadi sebelum leldagsanakan
atau setelah lelang dilaksanakan. Pembatalan aaundaan lelang
sebelum lelang dilaksanakan dapat terjadi karebarbpa hal, yaitu:

1) Pembatalan atau penundaan lelang atas permintaaohpe
lelang apabila si pemohon lelang berubah pikiram lde@ndak
membatalkan lelang, maka si pemohon lelang dengaat s
dapat meminta pembatalan lelang.

2) Dibatalkan oleh Pejabat Lelang
Apabila persyaratan suatu pelelangan belum jugendip oleh
pemohon lelang, maka Pejabat Lelang berhak untuk

membatalkan lelang tersebut.
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c. Penundaan atas perintah pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif, melalui ganaya
dapat menunda suatu pelelangan walaupun persyaratdank
menyelenggarakan suatu pelelalangan sudah terpenuhi

Kantor Lelang sebagai pelaksana lelang tidak dapat
membatalkan produknya sendiri meskipun pelaksaryaatimiak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yang paling tepat gdaling
berwenang menilai dan membatalkan pelaksanaan glekaalah
pengadilan sesuai dengan fungsi institusional seb&gkuasaan
yudikatif yang dilimpahkan kepadanya, dengan diajugugatan oleh
pihak yang berkepentingan yang berpendapat bahvieksamaan
lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan ketenysng berlaku.
Kemudian pengadilan manakah yang berwenang meraep&skara

mengenai Risalah Lelang ini?

Tinjauan Umum Risalah L elang
2.21 Pengertian Risalah Lelang

Peraturan perundang-undangan kita khususnya yanggang
pelelangan sampai kini yang diberlakukan merupakmaduk dari
penjajah Hindia Belanda, dan berdasarkan Pasakdatéran Peralihan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus tetap kigupakan sebelum
adanya Undang-Undang baru yang menggantikannya.

Istilah Risalah Lelang merupakan sinonim dariastiBerita Acara,
dan merupakan terjemahan langsung dari istRabcess Verbaldalam
bahasa Belanda. Dalam menterjemahkan istRabcess Verbalsendiri
hingga kini belum disepakati istilah Bahasa Ind@megang tepat
menggambarkan istrocess Verbatersebut.

Eksistensi penggunaan istilah-istilah ini dalamkpek sampai saat
ini tidak terdapat keseragaman di antara para painbéik oleh instansi-
instansi Pemerintah maupun swasta. Ada yang metab menggunakan

istilah Process Verbaldengan mengubah cara penulisannya disesuaikan
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dengan ejaan Bahasa Indonesia yakni Proses Pedas, yang

menggunakan terjemahannya dengan Surat Sengkett, Femeriksaan

Perkara, Berita Acara dan Risalah Lelang. Dalamktpkaternyata bahwa

istilan Berita Acara dan Process Perbal adalahyhaly paling lazim

digunakan.

Dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah Risalatang yang
merupakan sinonim dari Berita Acara. Risalah Lelahgsini sesuai
dengan istilah yang digunakan Kantor Lelang dalaelaksanakan Pasal
35 Peraturan Lelang. Untuk setiap pelelangan Pejadlang membuat
Risalah Lelang-nya.

Dalam pengertian dinas Kantor Lelang Negara, Risdlaelang
disebutkan sebagai berikut:

a. Berita Acara adalah risalah mengenai suatu peasti@smi dalam
kedinasan yang disusun secara teratur, dimaksudiaik mempunyai
kekuatan bukti tertulis bilamana diperlukan sewakaktu.

Berita Acara ditandatangani oleh para pihak yangargkutan.

b. Risalah adalah laporan mengenai jalannya suatlemegn yang
disusun secara teratur dan di pertanggungjawablen 5 pembuat
dan atau oleh pertemuan itu sendiri sehingga mahgdebagai
dokumen resmi dari kejadian atau peristiva yangelitkan
didalamnya.

c. Definisi Risalah Lelang meliputi kedua pengertiaadg butir a dan b
di atas.

Definisi yang panjang ini perumusannya tidak sistekn dan
bersifat terlalu umum sehingga tidak sesuai dendama yang
dirumuskan, artinya isi perumusan tidak menunjukkpada tema
penjualan di muka umum (lelang).

Penafsiran secara gramatikal, interpretasi Risatéddah memori
penjelasan tertulis tentang sesuatu hal tertemarsgkan istilah Lelang

adalah penjualan di muka um{findengan sistem penawaran harga yang
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makin meningkat dan persetujuan harga yang makimume atau dengan
penawaran harga oleh orang yang diundang diberits¢helumnya,
dengan demikian maka definisi “Risalah Lelang” atlasuatu memori
penjelasan mengenai penjualan dimuka umum (lelgagy dibuat oleh
Pejabat yang berwenang guna dimaksudkan sebagaiuida otentik oleh

karena ditentukan dengan undang-undang.

2.2.2 Bagian dan Bentuk Risalah Lelang

Pasal 35Vendu Reglememhengatur Risalah Lelang sama artinya
dengan “berita acara” lelang. Berita acara lelangrupakan landasan
otensifikasi penjualan lelang, berita acara lelarencatat segala peristiwa
yang terjadi pada penjualan lelafigPasal 37Vendu Reglemenyang
selanjutnyadiatur dalam Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangamad¥o
93/PMK.06/2010, mengatur lebih teknis hal-hal yamayus tercantum

dalam Risalah Lelan.

2 Subekti; TjitrosudiioKamus Hukum(Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), hal. 68-69.

3 M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdatkarta:

Gramedia, 1994), hal. 187.

™ pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PBIRQIO mengatur setiap

pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Rejaélang, yang diberi nomor urut tersendiri.
Adapun Risalah Lelang terdiri dari:

a.
b.
c.

bagian kepala;

bagian badan dan;

bagian kaki.

Selanjutnya Pasal 78, 79, dan 80 mengatur bagimpal&eRisalah Lelang memuat

sekurang-kurangnya:

@mpoooTe

hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan hdarf angka;
nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/dondiaili Pejabat Lelang;
nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/donpisiijual;
nomor/tanggal surat permohonan lelang;
tempat pelaksanaan lelang;
sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersklelang;
dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bekgéerupa rumah atau tanah dan
bangunan harus disebutkan:
1. status hak tanah atau surat-surat lain yang mekgatabukti kepemilikan;
2. surat keterangan tanah dari kantor pertahanan; dan
3. keterangan lain yang membebani tanah tersebut:
cara bagaimana lelang tersebut telah diumumkanpaejual; dan
syarat-syarat umum lelang.
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Risalah Lelang sebagai perjanjian yang mengika pdrak dalam
lelang. Klausul Risalah Lelang yang merupakan hulkkimsus yang
berlaku bagi para pihak dalam lelang, memuat hibsétaagai berikut:

1) Penjualan di muka umum (lelang) telah diumumkarh gbenjual
melalui pengumuman surat kabar harian.

2) Hasil bersih penjualan dimuka umum (lelang) didetorke penjual.

3) Lelang (penjualan umum) ini dilakukan menurut pera lelang yang
dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Nomor 188gy
bersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940 Nd&6or
sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambaladgrembayaran
kepada Pemerintah dan disamping itu segala ketewkaa syarat yang
ditetapkan dalam surat penawaran lelang masihkeedan mengikat

Bagian badan Risalah Lelang memuat sekurang-kuyangn

a.
b.
c.

d.

e.
f.

banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;

nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang ditgla

nama, pekerjaan dan alamat Pembeli atas nama isatalir sebagai kuasa atas nama
orang lain;

bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang ataurad&um/usaha yang akan ditunjuk
namanya, dalam hal bank kreditor sebagai Pembklnie

harga lelang dengan angka dan huruf; dan

daftar barang yang laku terjual maupun yang ditatigertai dengan nilai, nama, dan
alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.

Bagian kaki Risalah Lelang memuat skurang-kurangnya

PooTo

-

banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang denggkeadan huruf;

banyaknya barang yang laku/terjual dengan angkédauf;

jumlah harga barang yang telah terjual dengan adghkauruf;

jumlah harga barang yang ditahan dengan angkawtaifi h

banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan [Risalah Lelang dengan angka dan
huruf;

jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambabhargtan dengan penggantinya)
maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan aghgkdnuruf; dan

tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa@edglam hal lelang barang bergerak
atau tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/kuaspdPetan Pembeli/kuasa Pembeli,
dalam hal lelang barang tidak bergerak.

Sebagai suatu akta, maka penandatanganan RisalahgLdilakukan oleh Pejabat

Lelang, penjual/kuasa pembeli/kuasa pembeli dalamldlang barang tidak bergerak. Apabila
penjual tidak menghendaki menandatangani Risalddnbeatau tidak hadir setelah risalahlelang
ditutup, hal ini dinyatakan oleh Pejabat Lelangeggt tanda tangan. Pihak yang berkepentingan
dapat memperoleh salinan/petikan/grosse yang ktedéiri minut Risalah Lelang yaitu:
pembeli,penjual.instansi pemerintah untuk kepeitindinas, salinan/petikan/grosse yang otentik
dari minut Risalah Lelang ditandatangani oleh Kapgéntor Lelang. Grosse Risalah Lelang yang
berkepala “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapatrikbn atas permintaan pembeli atau
kuasanya.
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bagi penawar/pembeli yang menjadi peminat dan teegada lelang
ini.

4) Pribadi mereka yang menandatangani surat penawgeesebut
bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran eanigejannya
pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itaerindak selaku
kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum.

5) Barang-barang tersebut akan ditawarkan (dilelafjgaldatau ditahan
oleh Saudara . . . (kuasa penjual) tersebut diatas.

6) Calon-calon pembeli atau kuasanya yang sah padauvpaknbukaan
surat-surat penawaran harus hadir dan yang tiddik, enawarannya
dibatalkan.

7) Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah eteng apa
yang telah ditawar/dibeli olen mereka bilamanadped kekurangan
dan kerusakan baik yang terlihat maupun yang titlakhat atau
terdapat cacat lainnya terhadap bidang tanah/bangrmmah/barang
yang dibelinya itu, maka mereka tidak berhak mdoal@au menarik
dirinya kembali setelah pembeliannya disahkan delepaskan semua
hak untuk minta ganti kerugian berupa apapun juga.

8) Klausul bila barang berupa tanah dan bangunan: nbida
tanah/bangunan rumah/barang yang terjual padaitsaatenjadi hak
dan tanggungan pembeli dan ia harus segera menguensbalik
nama hak atas tanah/bangunan rumah tersebut.

9) Pembeli tidak diperkenankan menguasai tanah/bangumaah yang
telah dibelinya sebelum uang pembeliannya dipedilnasi
seluruhnya.

10)Klausul bila barang berupa barang bergerak: bayang terjual pada
saat itu menjadi hak dan tanggungan pembeli daharas segera
mengurus/mengambil barang yang telah dibelinya Reembeli tidak
diperkenankan menguasai barang yang telah dibeBep&lum uang

pembeliannya dipenuhi/dilunasi.
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11)Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini pef@emabeli
menyatakan diri tunduk dan mengikatkan diri kepeientuan lelang
tersebut.

12)Tidak memenuhi ketentuan maka pembeliannya dibetalklan
perbuatan penawar/pembeli yang mengakibatkan peafabatini
dianggap suatu pelanggaran yang dapat diserahkpad&eyang
berwajib untuk dituntutdi Pengadilan Negeri.

13)Penawar/pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya harus
memikul segala resiko yang timbul terhadap bidaaga/bangunan
rumah yang ditawarnya itu dan atas tagihan darijupénharus
memenuhi semua ongkos jika bidang tanah/bangunarahruyang
telah dibatalkannya penawarannya itu dilelang urkalua kalinya
pada hari ini atau pada hari lainnya.

14)Demikian pula jika pada pelelangan yang kedua kalirtidak
mencapai harga sebanyak semula, maka penawar/pedirinaksud
tidak berhak menuntut atas kelebihan harga itu regdan iatidak
berhak menuntut atas kelebihan harga yang mungkia pada
pelelangan yang kedua kalin{a.

15)Klausul khusus barang tetap. Kantor Lelang/Pensdrintidak
menanggung kebenaran atas keterangan lisan yamgikdib pada
waktu penjualan/lelang tentang keadaan-keadaamggshnya dan

keadaan hukum atas tanah/bangunan rumah tersegterti deasnya,

S Klausul yang mengatur Kantor Lelang dapat menudiiRengadilan Negeri pembeli
lelang wanprestasi dan klausul yang mengatur peénhblaihg wanprestasi membayar ongkos
pelaksanaan lelang untuk kedua kalinya; klausulgyarengatur pembeli lelang pertama yang
wanprestasi bertanggung jawab atas selisih hargg terbentuk antara lelang pertama dengan
lelang kedua kalinya, termasuk klausul Risalah hglaertentangan dengan kepatutan yang ada
dalam kesadaran hukum masyarakat, karena dalambglalpembeli yang wanprestasi, tidak
melakukan pembayaran harga mengakibatkan pembaiealganjian dan panjar yang ada dalam
kebiasaan jual beli menjadi pemilik penjual. Peralzat perjanjian karena tidak adanya
pembayaran harga tidak mengakibatkan pengenaaguaggawab kepada pembeli batal untuk
mengganti rugi selisih harga dari penjualan yangawirnya dengan penjualan yang akan
dilakukan kemudian. Dengan demikian pengaturanskiaRisalah Lelang dimaksud bertentangan
dengan kepatutan yang ada dalam kesadran hukurmmarakay dalam lembaga jual beli. Klausul
tersebut juga tidak efektif karena tidak diberladnk sekalipun setiap Risalah Lelang
mengaturnya.
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batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa dan l@nBalam hal ini
seluruhnya merupakan beban dan resiko pembeli.

16)Untuk dapat membalik nama hak atas tanah/bangumarahr yang
dibelinya itu, pembeli harus menunjukkan tanda mari lunas
pembelian dari Kantor Lelang disertai turunan gpatikan Risalah
Lelang ini kepada yang berwajib dalam urusan badika.

17)Segala biaya dan Bea Balik Nama atas hamanya digledan uang-
uang bunga serta denda-denda yang mungkin ad&-pagk yang
masih menunggak atau belum dibayar denda-dendanga d
mengutamakan pembasuh batBe(vetensgeldapabila ada ongkos-
ongkos lain yang bersangkutan dengan balik nansetat dipikul dan
dibayarkan oleh pembeli.

18)Jika pembeli tidak mendapat izin dari instansi permbzin yang
berwenang untuk memberi hak atas tanah/bangunaahrusrsebut
sehingga jual beli batal, maka ia dengan ini kembdahgan hak
memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan haks ata
tanah/bangunan rumah tersebut kepada pihak lagnretaa penjual
dengan dibebaskan dari pertanggung-jawaban sekagsa dan jika
ia menerima uang ganti kerugiannya yang menjadi sggenuhnya
dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudahrahg&an kepada
penjual tidak dapat dituntut kembali oleh pembeli.

19)Apabila penguasaan hak atas tanah/bangunan rumahsegala
sesuatu yang berdiri dan melekat diatasnya terjathelum harga
pembelian dibayar lunas seluruhnya, maka perbugtarmdianggap
suatu perbuatan kejahatan yang dapat diserahkaad&eyang
berwajib.

20)Segala perselisihan yang mungkin timbul pada lelandiselesaikan
dan diputus oleh saya, Pejabat Lelang pada wakjugg.

21)Semata-mata oleh karena pembelian pada lelangapanjang tidak
ditentukan dalam Risalah Lelang. Maka penawar/pémioeduk

kepada Hukum Perdata dan Hukum Perniagaan yarakherl

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum..., Fransiska, FH Ul, 2011.



57

Risalah Lelang sebagai perjanjian yang mengika pdrak dalam
lelang. Klausul Risalah Lelang yang merupakan hulkkimsus yang

berlaku bagi para pihak dalam lelang.

2.2.3 Risalah Lelang sebagai Akta Otentik ™

Suatu peristiwa penting yang mempunyai akibat hykenisalnya
suatu transaksi atau suatu perikatan, perlu adaeyabuktian sebagai
bukti bisa digunakan kesaksian dari yang melihaspea itu, akan tetapi
saksi hidup ini mempunyai kelemahan-kelemahartuyhila suatu
peristiva akan dibuktikan kebenarannya, saksi-sakssudah tidak ada
lagi.

Oleh karena adanya kelemahan untuk pembuktian desgksi
hidup tersebut, pihak-pihak yang berkepentinganamuwohencari dan
menyadari pentingnya bukti-bukti tertlis. Mereka laaiumencatat dalam
suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh praal berkepentingan
berikut saksi-saksinya. Disinilah awal kesadaranupga pembuktian
tertulis walaupun masih di bawah tangan. Sedanglengertian tentang
akta otentik seperti yang dikenal dalam Kitab Umggdimdang Hukum
Perdata belum ada.

Menurut hukum, Risalah Lelang termasuk kategora aktentik.
Sebelum membahas apa itu akta otentik, terlebiluldadkan dijelaskan
mengenai pengertian akta. Istilah akta dalam baRakmda disebudcted
dan dalam bahasa Inggast ataudeedsedangkan menurut R. Subekti dan
Tjitrosudibyo dalam bukunya “Kamus Hukum” bahwate merupakan
bentuk jamak dariactum dari bahasa Latin yang artinya perbuatan-

perbuatan.

"% Lihat F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dantinedri Listiani, Lelang: Teori
dan PraktekBab XII: Risalah Lelang)<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori
dan-praktek/view-category.html
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Selanjutnya beberapa ahli memberikan pengertian akbagai

berikut;

a.

Menurut R. Subekti dalam bukunya Pokok-pokok HukBerdata,
kata akta dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang HulRerdata
bukanlah berarti surat melainkan harus diartikaiyetan hukum.

A. Pitlo mengartikan akta sebagai bukti surat-surgang
ditandatangani dan dibuat untuk dipakai sebagaiti bdé&n untuk
dipergunakan oleh orang untuk siapa surat itu dibua

Veegen, Openhein dan Polak berpendapat bahwa diiahasuatu
tlisan yang ditandatangani, dibuat dan dipergunaiedagai bukti.
Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Huk&oara
Perdata di Indonesia mengatakan bahwa akta adatahyang diberi
tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yaegjaai dasar dari
suatu ak atas perikatan yang dibuat sejak semulgatiesengaja untuk
pembuktian.

Mr. Tresna dalam bukunya “Komentar atas Reglemerkukh Acara
di dalam Pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri/ HifRhgatakan
bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangamy ynemuat
keterangan tentang kejadian-kejadian atau yangpakan dasar dari

suatu hak atau suatu perjanjian.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, beradtiktisetiap surat

disebut akta, melainkan yang memenuhi syarat sebaghut:

a. Surat harus ditandatangani

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1869 Kitab Undamgtang

Hukum Perdata bahwa "Suatu akta yang karena tidakubsa atau tidak

cakapnya Pejabat Umum atau karena sesuatu caaat dahtuknya, tidak

dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun ldamimempunyai

kekuatan pembuktian sebagai tulusan di bawah tajiigaditanda tangani

oleh pihak”.
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Maksud keharusan ditandatangani suatu akta adalatok u
memberi ciri tersendiri dari suatu akta sebab statda tangan seseorang
mempunyai sifat individual.

Menurut Hukum, penandatanganan adalah suatu faikianin Mr.
C.l.I. De Johncheere dalam disertasinya dikatak8natu pernyataan
kemauan dari pembuat tanda tangan bahwa ia memibutamda
tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki adisan itu dalam
hukum dianggap sebagai tulisan sendiri.”

Dihubungkan dengan Risalah Lelang, maka Risalahngeharus
ditandatangani oleh para pihak baik Pejabat Lelgepjual maupun
pembeli (vide Pasal 38endu Reglement

1) Tiap lembar pada sudut kanan atas harus ditandatargeh
Pejabat Lelang, kecuali pada lembar terakhir, kameda lembar
terakhir ini berarti terdapat bagian kaki/penutugri dRisalah
Lelang yang harus ditandatangani Pejabat Lelang.

2) Risalah Lelang ditandatangani oleh penjual, Pejdledtng dan
pembeli.

3) Dalam hal penjual tidak menandatangani supaya aticahda
bagian kaki/ penutup Risalah Lelang yang berlaknagai tanda
tangan

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi desswmatu hak atas
suatu perikatan.

Dihubungkan dengan Risalah Lelang, isi adalah 8ekitara dari
peristiwa atau apa yang terjadi dan dialami patalpiyaitu jual beli
dimuka umum/ lelang.

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Dihubungkan dengan Risalah Lelang, maka untuk pé&tayu
Risalah Lelang dibuat dari semula memang dimaksudiebagai bukti

yang sah sesuai pengeritan dari Risalah Lelanggitdliri.

Menurut Pasal 164 HIR yang disebut bukti adalahratsu

keterangan, saksi, persangkaan, pengakuan, danaburbpantara alat
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bukti yang terutama adalah bukti tertulis (suraah chkta sebagai bukti
tertulis diatur dalam pasal 1867 Kitab Undang-Umpddiukum Perdata
yang bunyinya sebagai berikut: “Pembuktian dengaalisan

dilakukandengan tulisan otentik maupun dengan &mwas bawah tangan.”
Dari Pasal 1867 dapat disimpulkan bahwa terdapanthcam akta, yaitu:

a. Akta di bawah tangan

Yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak kupembuktian
tanpa bantuan pejabat pembuat akta (Pasal 1874 Kitalang-Undang
Hukum Perdata) seperti surat-surat register, sunat urusan rumah
tangga, dan lain-lain.

Siapa yang membuat akta di bawah tangan ini tesingati tanda
tangannya, jika dapat ditetapkan bahwa tanda taigdenar-benar tanda
tangan para pihak, maka tidak dapat disangkal bahyeag
menandatangani itu telah melakukan perbautan hulgang tersebut
dalam akta itu sungguh-sungguh pernyataan pihakgbgsangkutan
kemudian masih disangkal bahwa pernyataan itu idd@rpada tanggal

yang tertulis dalam akta itu.

b. Akta Otentik
Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG menyatakan sebagiailt:

“Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atdinadapan
pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya mevanjudk
bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahlismga serta
sekalian orang yang mendapat hak dari padanya ...."

Dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan sebagai berikut:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalantukeyang
ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atauddiban pejabat
umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akisathya.”
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan sebagakuu:

Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yaitgniikan
undang-undang dimaksudkan pembuatannya harus mamenu
ketentuan undang-undang;

Bahwa akta otentik pembuatannya harus dilakukaadaipan/ oleh
pejabat umum.

Arti dari kata “dihadapan” adalah bahwa akta teuseb
dibuat atas permintaan para pihak yang menyataksfisn serta
syarat-syarat perjanjian yang dikehendaki.

Arti dari kata “oleh” adalah suatu kejadian, apanga
terjadi, dilihat, didengar oleh pejabat umum itbuwdit suatu berita
acara (seperti rapat, rapat umum pemegang saharntgiddain)

Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai umum menurut
Mr. R. Tresna adalah pegawai-pegawai yang dinyatalengan
undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta
otentik. Dan menurut R. Soegondo Notodisoerjo (mstadalam
bukunya “Hukum Notaris di Indonesia”, manyatakanejdbat
umum (openbaar ambtenaa@dalah seseorang yang diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenangn d
kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tetté.
Sedangkan pengertian Pejabat Lelang menurut Panaienteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk KBalzaan
Lelang (Pasal 1 angka 14): “Pejabat Lelang adalamg yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi emzew
khusus untuk melasanakan penjualan barang setang.le
Syarat ketiga bahwa pejabat umum tersebut harugebang
a) Membuat akta otentik yang dibuatnya

Sebagai contoh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) hanya berwenang membuat akta otentik tenpanglinan
hak atas tanah, dia tidak berwenang membuat Ridadddng,
demikian juga sebaliknya Pejabat Lelang hanya beang
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membuat Risalah Lelang, dia tidak berwenang meraktst jual
beli hak atas tanah diluar lelang.
b) Saat akta itu dibuat

Sebagai contoh, seorang PPAT hanya berwenang mémbua
akta jual beli hak atas tanah selama masih akidga PPAT, bila
terbukti bahwa akta yang dibuat saat PPAT tersehdah tidak
menjabat sebagai PPAT lagi, maka akta menjadi sadak
c) Di mana akta dibuatnya

Maksudnya bahwa pejabat umum itu hanya berwenang
membuat akta otentik dalam wilayah kerjanya sajpabNa
terbukti bahwa akta otentik itu dibuat di luar widn kerjanya,
maka akta otentik itu menjadi tidak sah.

Jika unsur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukumdd®ar
tersebut dihubungkan dengan Risalah Lelang, makbuke bahwa
Risalah Lelang merupakan akta otentik:

1) Bentuk akta otentik diatur undang-undang.

Risalah Lelang diatur dalariendu ReglemenPasal 37, 38

dan 39.
2) Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabatramu

Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang (di alaslah
dijelaskan bahwa Pejabat Lelang adalah pejabat ynkemudian
dalam Pasal 3¥endu Reglemerdinyatakan bahwa setiap penjualan
dimuka umum/lelang harus dibuat berita acara/Risbéang.

3) Kewenangan apa, kapan dan di mana akta dibuat.

Untuk Risalah Lelang dapat kita lihat ketentuanalP&sdan 7
Vendu Reglemenbahwa kapan dan wilayah kerja Pejabat Lelang
ditentukan oleh Menteri Keuangan. Bila terbukti WwahRisalah
Lelang itu dibuat oleh Pejabat Lelang di luar wahykerjanya atau
pada saat Risalah Lelang dibuat ia sedang cuti idah pensiun,

maka Risalah Lelang itu menjadi tidak sah.
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2.24 Kekuatan Pembuktian Risalah L elang sebagai Akta Otentik

Kekuatan akta otentik sebagai alat pembuktian phadium
pembuktian yang diatur dalam Buku IV Kitab Undangedng Hukum
Perdata dan HIR/RIB. Lain dengan akta di bawahaarakan mempunyai
kekuatan jika tanda tangannya diakui atau diangtjakui kebenarannya,
kemudian dalam Pasal 165 HIR dinyatakan bahwa “Aktantik
merupakan bukti yang cukup, yang berarti perjanyang dinyatakan
didalamnya dianggap terbukti nyata”, maka hakimusamengakui akta
otentik.

Sedangkan yang dimaksud bukti sebaliknya sebagdolcantara
lain memang benar telah mengadakan perjanjian gangat dalam akta
itu, tetapi tidak dengan sukarela melainkan kardis@satkan, karena
dipaksa atau ditipu, bahwa kewajibannya sudah dipegyang berarti
perjanjian itu sudah mati, atau telah diadakan apggn lain yang
meniadakan perjanjian itu. Hal-hal seperti yang aksud Pasal 138,
163 HIR atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukenadta, ia harus
membuktikan.

Kemudian Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Rarda
mayatakan “Suatu akta yang karena tidak berkuama tadak cakapnya
pegawai dimaksud di atas atau karena suatu calzah dsentuknya tidak
dapat diperlakukan sebagai akta otentik akan tetampunyai kekuatan
sebagai akta di bawah tangan jika akta itu ditardgni para pihak”

Dengan demikian maka jika suatu akta otentik yailgiat oleh
pejabat umum yang tidak berwenang untuk itu, akta tidak lagi
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otemitu kekuatan
pembuktian sempurna, akan tetapi hanya mempunyadiuakan
pembuktian di bawah tangan.

Demikian pula jika terdapat cacat bentuk dari aétentik itu,
misalnya bentuknya menyimpang dengan yang telaéntdikan oleh

undang-undang yang bersangkutan maka kekuatan pé&arbuyang
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sempurna dari akta otentik itu menjadi turun déngm menjadi akta di
bawah tangan.

Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan Peratiueang
(Vendu Reglemenbisa dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur &hsal
Lelang yaitu Pasal 37, 38 dan 39. Dalam PasaVdfidu Reglement
Pejabat Lelang bertanggung jawab atas kerugiargkaruyang timbul
karena tidak menaati Pasal-Pasal 37, 38 dan 39.

Dengan demikian, resiko suatu Risalah Lelang yabgad tidak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan bentuk dari @Rishélang maka
Risalah Lelang itu tidak menjadi otentik lagi, sefga hanya sebagai akta
di bawah tangan. Bila menimbulkan sengketa hukum rdanimbulkan
kerugian menjadi tangung jawab Pejabat Lelang yaegbuatnyayide
Pasal 40/endu Reglement

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meuiein
bahwa akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pknaim sempuna.
Sebagai contoh, bila akta tersebut merupakan pemagang mengikat
para pihak yang sepakat membuat perjanjian itlg t@ljadi sengketa
hukum di kemudian hari, maka yang tersebut dalana atentik itu
merupakan bukti yang sempurna, tidak perlu dibaktisengan alat-alat
bukti lain. Disinilah arti penting suatu akta oi&rdalam sengketa hukum
memudahkan pembuktian dan memberikan kepastiannhsleperti yang
dimaksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 Kitab Undamdgpng Hukum
Perdata.

Karena Risalah Lelang juga merupakan akta otenakarsudah
tentu kekuatan pembuktian tersebut berlaku jugakuRisalah Lelang,
dan Risalah Lelang sebagai akta otentik yang meggukekuatan
pembuktian yang sempurna juga dalam arti material.

Risalah Lelang dapat digunakan:

a. Akta jual beli yang sah bagi pembeli suatu peledang
b. Karena Risalah Lelang sebagai akta jual beli yatg maka Risalah
Lelang dapat dipakai untuk balik nama (vide PP Nd/1977
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Pasal 41, 57 jo, Pasal 108 Peraturan Menteri Agriio. 3 Tahun
1997 Pasal 108).

c. Dalam hal lelang dilaksanakan dalam rangka pelumasdéang yang
dijamin dengan Hak Tanggungan, maka dengan Risal#mg catatan
mengenai adanya Hak Tanggungan menjadi hapusivay@a Pasal 54
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jatitan Menteri
Agraria No. 3 Tahun 1997 Pasal 109).

Perlu diperhatikan akta otentik hanya mempunyai uké&n
pembuktian yang sempurna tetapi tidak berarti mempgiu kekuatan
eksekutorial. Ini perlu diluruskan bahwa aka otertBrmasuk Risalah
Lelang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Yang memberikan kekuatan eksekutorial adalah RP&&Recht
Verordeningyang mengatakan bahwa salinan yang diberikan redh-i
“‘Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Edierikan
kekuatan yang sama seperti vonis pengadilan yar@hsunemiliki
kekuatan hukum tetap yang lazim disepmgsse Sesuai Pasal 440 ayat (2)
Recht Verordening Gubernur Jenderal diberi wewenang untuk
memberikan kekuatan eksekusi kepada suatu aktaikpteihubungkan
dengan Risalah Lelang maka Gubernur Jenderal tdrselemberikan
kekuatan eksekusi melalui Pasal 42 ayat (2) yamiukuRisalah Lelang
dapat diberikan Grosse Risalah Lelabgngan demikian secara singkat
dapat dikatakan bahwa yang memberikan kekuatankeksel adalah
grosse Risalah Lelang bukan Risalah Lelang yangipadéin akta otentik.

Setelah dibahas di atas, maka terdapat perbeddamna aakta
otentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:

Akta Otentik Akta di bawah tangan
1. Dibuat oleh/dihadapan pejabat 1. Dibuat sendiri oleh parg
umum yang berwenang; pihak
2. Mempunyai formalitas bentuk; 2. Tidak ada
3. Adanya kepastian tanggal 3. Tergantung pengakuan pihak

Universitas Indonesia

Tinjauan hukum..., Fransiska, FH Ul, 2011.



66

4. Adanya kepastian tanda tangan 4. Tergantung para pihak
5. Lebih terjamin penyimpanannya 5. Kurang terjamin
6. Mempunyai kekuatan bukti 6. Baru merupakan bukti awal

sempurna

Adapun persamaan antara akta otentik dan aktavdalbdaangan

adalah sama-sama alat bukti tertulis.

Kekuatan pembuktian Risalah Lelang yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahir, artinya bahwa apa yamgpek pada
lahirnya yaitu Risalah Lelang yang tampak sepediakdianggap
seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwatusikejadian
yang ada dalam Risalah Lelang betul-betul dilakukéeh Pejabat
Lelang.

c. Kekuatan pembuktian materiil ialah kepastian balyaag tersebut
dalam Risalah Lelang itu adalah benar dan merupakenbuktian
yang sempurna dan sah terhadap pihak yaitu: pemeaibeli lelang
dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktianiselya.

Dengan demikian Risalah Lelang mempunyai fungsagabbukti
adanya peristiwva hukum seperti tercantum dalam |&tisdelang itu.
Dengan kekuatan pembuktian Risalah Lelang yang lkdamiini, maka
Risalah Lelang dapat digunakan sebagai:

a. Untuk kepentingan dinas:

1) Bagi Kantor Pertanahan, sebagai dasar peralihanatesk tanah

(balik nama);

2) Bagi Bendaharawan Barang sebagai dasar penghapatsan
barang yang dilelang dari daftar inventaris;

3) Bagi Kejaksaan/Pengadilan Negeri sebagai bukti bahetah
melaksanakan penjualan sesuai dengan prosedug;lelan

4) Bagi bank, seagai dasar untuk meroya/ mencoreflidaggungan.
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b. Bagi pembeli sebagai akta jual beli yang merupahakii yang sah
bahwa ia telah melakukan pembelian;

c. Bagi penjual sebagai bukti bahwa penjual telah kuian penjualan
sesuai dengan prosedur lelang;

d. Bagi administrasi lelang adalah sebagai dasar fpeidan Bea Lelang.

Kompetensi Absolut Pengadilan
2.3.1 Pengertian dan Jenis Kompetensi Pengadilan

HIR Staatsblad 1941 Nomor 44, RBG Staatsblad 19@ndt 27
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Renadiata Usaha
Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang N@mi@hun 2004
dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, membagi ktenpi menjadi
2 (dua) jenis kompetensi, yaitu kompetensi relddim kompetensi absolut.
Undang-Undang tidak memberikan batasan mengenaiakkdmpetensi
tersebut. Berikut dikemukakan pendapat sejumlah falkum tentang
kompetensi dalam beragam istilah.

Sudikno Mertokusumd merumuskan kompetensi relatif sebagai
pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuakahakiman) atau
wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilaj@akum suatu
pengadilan. Kompetensi absolut adalah wewenang nbgmngadilan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secarttak tidak dapat
diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalamgkiingan peradilan
yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi)upma dalan
lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pelilga agama).

Menurut Retnowulaff, wewenang relatif mengatur pembagian
kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serwguangkan wewenang

absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar ltbem peradilan

" Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdata Indones{¥ogyakarta: Liberty, 1988),

hal. 57 dan 59.

8 Retnowulan Sutantio, et. AlHukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte&t. VI

(Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 8.
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dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut perabekekuasaan
mengadili, dlaam bahasa Belanda disetttrtbutive van rechtmacht.

M. Yahya Harahad merumuskan kriteria pembatasan yang lebih
jelas antara kompetensi relatif dan kompetensilabddalam kompetensi
relatif pembatasan kewenangan mengadili berdasadesmah hukum.
Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkurigkah ditetapkan
batas-batas wilayah hukumnya. Dalam kompetensilathgmembatasan
kewenangan mengadili berdasarkan yurisdiksi mehghdidan-badan
peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentwdemdiri oleh undang-
undang batas yurisdiksi mengadili. Pembatasan dikssmasing-masing
badan peradilan dapat mengacu kepada berbagaitkateperundang-
undangan.

Kompetensi yang dimaksud dalam tesis ini adalah getensi
absolut, yaitu pengadilan dalam lingkungan peradilmana yang

berwenang mengadili perkara mengenai Risalah Lelang

2.3.2 Lingkungan Peradilan di Indonesia
Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (setelahdgemen)

disebutkan, bahwa;

“(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan gargeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakaannhudan
keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Maka
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahmjyamd
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan naga
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilaata usaha
negara dan oleh sebuah Makamah Konstitusi.”

Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yangatuen
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahk#&mgahg dan badan

" M. Yahya HarahapBerbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdataria
Peradilan, Majalah hukum Ikahi, Tahun IX Nomor @&¢ember 1993): 134.
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kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilganaa, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuadedrakiman Kkita
sekarang selain diselenggarakan olah Mahkamah Adi#y) dan badan-
badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkupgaadilan juga oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dalam penelitian hanya akan

dibahas lingkungan peradilan di bawah Mahkamah ggun

Di Indonesia, terdapat 4 (empat) lingkungan pesadidi bawah
Mahkamah Agun9, yaitu:
1. Peradilan Umum;
Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili,ndamutus perkara
pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perapgeundang-
undangan.
2. Peradilan Agama;
Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, uhen dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang dmeadslam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Peradilan Militer; dan
Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadédn cnemutus perkara
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan pexat perundang-
undangan.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memerikseyauiéi, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara slesig@n ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini akan lebih dititik beratkandpaPeradilan
Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum (perdatap&ali@am beberapa
putusan Mahkamah Agung yang akan ditinjau di bavwatihat bahwa

8 IndonesiaUndang-Undang tentang Kekuasaan Kehakimab No. 48 Tahun 2009,
LN 157, Pasal 25.
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gugatan tentang Risalah Lelang diadili di Pengadilata Usaha Negara

dan Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tentang Risalah L elang
24.1 Putusan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Berikut ini adalah resume mengenai beberapa PutMsdrkamah

Agung terkait dengan kompetensi absolut Pengadikta Usaha Negara

yang yang telah memeriksa dan mengadili gugatamarign Risalah

Lelang:

No.

Nomor Perkara

Putusan

Pertimbangan Hakim

Putusan MA
Nomor 03
K/TUN/2001

Membatalkan
putusan PTTUN
mengadili sendiri
menyatakan
gugatan pengguga
tidak bisa diterima

Bahwa yang menjadi pokg

permasalahan/ gugatan ada

menurut Undang-Undang Nomor

tidak ada unsubeslissingmaupun

perintah (penetapan) Pengadi
Negeri dan merupakan perbuat

eksekusi grosse akta hak jamin
karena Risalah Lelang buka
merupakan objek sengketa t
usaha negara sehingga buk
wewenang Peradilan Tata Usa
Negara untuk menilg
keabsahannya melainka

merupakan wewenang de

k
ah

mengenai Risalah Lelang. Bahwa

afTahun 1986, Risalah Lelang bukan
merupakan keputusan badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara karena

pernyataan kehendak dari Pejapat

Lelang tapi lahir karena adanya

an

an

factual dalam rangka pelaksanaan

an

AN
ata

an
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tanggal 13 April
2005

dari pemohor

kasasi

hukum, atas pertimbangan hak

Lelang sesuai ketentuan Pasal
jo. 37Vendu Reglemergtbl. 1908

yang memiliki fungsi dan nil
yang sama dengan akta jual b
yang dibuat PPAT  vyan
melahirkan hubungan Huku
Perdata dan karenanya Risa
Lelang hanya mengandung uns
beslissing sebagai syarat unty
dapat disebut Keputusan Ta
Usaha Negara sehingga Risa
Lelang tidak dapat dijadikan obje
sengketa Tata Usaha Negara. A
keberatan tersebut, Mahkam
Agung berpendapat bahw
keberatan ini  tidak  dapsq
dibenarkan, karena putusan
TUN tidak salah menerapka
hukum yang berlaku.

di tingkat pengadilan banding yang

No. 189 adalah suatu akta jual jeli

No. | Nomor Perkara Putusan Pertimbangan Hakim
peradilan perdata (Pengadilan
Negeri).
2. Putusan MA Putusan kasasiPenggugat mengajukan keberatan
Nomor 351| menolak bahwa judex factie di tingkat
K/TUN/2000 permohonan kasasbanding telah salah menerapk

an

m

mempertimbangkan bahwa Risalah

35

[
eli
0
m
ah
5Ur
k
ita
ah
bk
tas
ah
ja
At
PT

N
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permohonan kasa

dari pemohor

kasasi tidak dapatHakim untuk membatalkan objek

dan cukup alasan bagi Maje

diterima. sengketa (Risalah Lelang)
4. Putusan MA PTUN: Bahwa mengenai substansi perk
No. menyatakan batalyang berupa risalah lelang ada
3/PK/TUN/2008| Risalah Lelang tidak termasuk (bukan) obye

PTTUN:

Membatalkan

putusan PTUN &

menolak
penggugat
MA (kasasi):
menyatakan
permohonan kasa
tidak

diterima

gugatar

dapat

sengketa Tata Usaha Negara

—

Uy

No. | Nomor Perkara Putusan Pertimbangan Hakim
3. Putusan MA Menyatakan batal PTUN: Menimbang bahwa oleh
Nomor 504| atau tidak sah Suratkkarena Risalah Lelang didasarkan
K/TUN/2002 Perintah Penyitaan,pada Surat Penyitaan dan Surat
tanggal 24 Surat Perintal Perintah Penyitaan yang oleh
Februari 2005 | Penjualan BarangMajelis Hakim telah
Sitaan Risalah dipertimbangkan untuk dibatalkan
Lelang. yang diperkuat lagi dengan fakta
bahwa Tergugat Il mengetahyi
PT: menguatkanadanya keberatan dari PengguEat
putusan PTUN. dan kepemilikan tanah yang belum
jelas, maka Majelis Hakim
MA: menyatakan berkesimpulan bahwa Risalah

siLelang mengandung cacat hukum

is

ara
ah
2k
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PTTUN:

Membatalkan
putusan PTUN
menyatakan

gugatan tidak dapa
diterima
MA: menyatakan
permohonan kasa
tidak

diterima

dapat

merupakan suatu “Berita Aca

Jual Beli”. Dan sebagai “Berit

ityang sama dengan suatu a
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perdata, Risalah Lelang meskip,

Usaha Negara, namun ses

Acara Jual beli”, Risalah Lelang

juga memiliki fungsi dan nilal

dikeluarkan oleh Kepala Kantor

No. | Nomor Perkara Putusan Pertimbangan Hakim
MA (PK):
Menolak
permohonan PK
5. Putusan MA PN: menolak Risalah Lelang adalah merupakan
No. 97 K/TUN/| gugatan penggugat suatu berita acara perbuatan
2002 PT: menyatakan Faktual yang bukan merupakan
batal Risalah suatubeschikking
Lelang
MA: membatalkan
putusan PT
menolak gugatan
seluruhnya
6. Putusan MA PTUN: Risalah Lelang sesuai dengan
No. 107 K/| menyatakan batalketentuan Pasal 35 jo Pasal |37
TUN/ 2001 Risalah Lelang Vendu Reglement, adalah

ra

<))

kte

J
m

Dengan demikian, sebagai suatu
si‘berita acara jual beli” yan
melahirkan hubungan  Huku

un

Lelang selaku Badan/Pejabat Tata

uali
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No.

Nomor Perkara

Putusan

Pertimbangan Hakim

dengan “teori melebur” yang
dikenal dalam Hukum Tata Usaha
Negara maka “berita acara jyal
beli” tersebut tidak termasuk
dalam pengertian sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara
dimaksud dalam Pasal 2 hurufl a
Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986. Selain hal tersebut di atas
dalam Risalah Lelang tidak
mengandung “beslissing” yang ada
ialah pernyataan kehendak
(Wilsvorning dari para pihak yang
mengikatkan  diri  di  dalam
pembuatan akta tersebut. Risalah

Lelang bukanlah merupakan objek

Tata Usaha Negara sehingga
sangat tidak tepat Penggugat
mengajukan gugatannya e

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan MA
No. 119
K/TUN/2002

PTUN:

menyatakan

gugatan penggug:

tidak

dapat

diterima
PTTUN:
menguatkan
putusan PTUN

MA:

menolak

Bahwa terhadap gugatan para
Penggugat tersebut diatas harus
atdinyatakan tidak dapat diterimg,
hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung
Rl No.47 K/TUN/1997. Jadi
PTUN tidak berkompetensi

mengadi masalah ini.
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No.

Nomor Perkara

Putusan

Pertimbangan Hakim

permohonan kasasi

Putusan MA
No. 204 K/
TUN/ 2008

PTUN:
menyatakan
gugatan
tidak
diterima.
PTTUN:

dapat

menguatkan
putusan PTUN
MA:

permohonan kasasi

menolak

pengggatmemeriksa gugatan ini.

KTUR
sehingga PTUN tidak berwenat

Risalah Lelang bukan

MA
K/

Putusan
No. 280
TUN/ 2000

PTUN:
membatalkan
Risalah Lelang
PTTUN:
membatalkan
putusan PTUN da
gugatanh

-

menolak
penggugat
seluruhnya
MA:

permohonan kasag

untu k

menolak

9

Gugatan mengenai Risalah Lelang

seharusnya diajukan ke pengadi

negeri (perdata) karena merupak

kewenangan pengadilan negeri.

an

an

10.

MA
K/

Putusan
No. 342
TUN/ 2003

3

PTUN:
menyatakan
Risalah Lelang
PTTUN:

Menguatkan

Bahwa Risalah lelang yang diby

Lelang Negara merupakan sug
berita acara lelang “yang ber

segala sesuatu tentang pelaksan

at

bataloleh Pejabat Lelang pada Kantor

ntu
Si

aan
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No.

Nomor Perkara

Putusan

Pertimbangan Hakim

putusan PTUN

MA: membatalkan
putusan  PTTUN
dan  menyataka
gugatan tidak dapa

diterima

lelang berdasarkan atas perminta
Pemohon lelang. Dengan dmiki
Risalah lelang bukan merupak
nKeputusan Badan/Pejabat Tz
itUsaha Negara karena didalamr
tidak ada wunsur “Pernyatas
Kehendak” atau beslissing dg
Pejabat lelang dan apa yang te
dilakukan oleh Pejabat lelar
termasuk dalam pengertian Pasg
Undang-Undang No. 5 Tahu
1986.

Bahwa dengan demikian Risal
lelang bukan merupaka
Keputusan Tata Usaha Negd
yang dapat dijadikan obye
sengketa Tata Usaha Nega
Dalam hal Penggugat mera
dirugikan karena pelaksana
lelang tersebut, maka dirinya daf
mengajukan gugatan perdata pa
peradilan umum dengan gugat
onrechmatige overheidaad
(perbuatan melawan hukum ya

dilakukan oleh Penguasa) kepa

Kantor lelang yang bersangkutan.

Ari
ah

g
Al 2

n

IS

ng
ida

11.

Putusan MA
No. 358
K/TUN/2007

menyatakan
gugatan tidak dapa

diterima

Bahwa obyek sengketa vyai

merupakan satu rangkaian kegia

itpengumuman lelang yang

tu

tan
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No.

Nomor Perkara

Putusan

Pertimbangan Hakim

dengan Risalah Lelang bukanl

yang dapat dijadikan obye

sengketa Tata Usaha Nega
Dalam hal

Penggugat mera

dirugikan karena adany

pelelangan maka dap
mengajukan gugatan perdata pa
Bahw

dengan demikian surat keputus

peradilan umum (PN).

tersebut bukan Keputusan T4

yang
dijadikan obyek sengketa T

Usaha Negara dag
Usaha Negara,

dapat diterima.

ah

Keputusan Tata Usaha Negara

k

Sa

a

ada
a
an
ata

at

a

maka gugatan

atasnya haruslah dinyatakan tidak

12.

Putusan MA
No. 364 K/
TUN/ 2002

\ PTUN:

menyatakan bata
Risalah Lelang
PTTUN:
Membatalkan
putusan PTUN da
menyatakan
gugatan pengguga
tidak dapat
diterima
MA:

permohonan kasas

menolak

I Tergugat/Pembanding dal

eksepsinya karena

nhanya

merupakan

tidak

sebagai

demikian memenuh

kwalifikasi suat
Keputusan Tata Usaha Nega
idimaksud dalam Pasal 1 butir

Undang-Undang No. 5 Tahu

Majelis hakim sependapat denzlan

m

penerbitan
Risalah Lelang adalah merupakan
suatu perbuatan materiel kargna
pencatatan
tentang apa yang terjadi seperti
athalnya suatu berita acara, dengan

i
u
ara
3

n
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No. | Nomor Perkara Putusan Pertimbangan Hakim
1986, sehingga eksepsi Tergugat/
Pembanding harus diterima.
13. | Putusan MA PTUN: Bahwa Risalah Lelang bukan
No. 393| menyatakan batalmerupakan Keputusan Badan/
K/TUN/2004 Risalah Lelang Pejabat Tata Usaha Negara, karena

PTTUN:
Membatalkan
putusan PTUN da
menyatakan
gugatan penggugsa
tidak dapat
diterima
MA:

permohonan kasas

menolak

di

Beschikking atau

dalamnya tidak ada unsur
pernyataan
nkehendak dari Pejabat Lelang dan
apa yang telah dilakukannya dapat
atdipersamakan dengan Keputusan
Badan Peradilan. Oleh karena |tu
144/2003
termasuk dalam pengertian Pasal 2
5 Tahun
Yurisprudens
RI.  Na.

tanggal 31

Risalah Lelang No.

iUndang-Undang No.
1986 (vide
Mahkamah  Agung
47.K/ITUN/1997
Oktober 1997).
Bahwa dengan demikian obyek

sengketa dalam gugatan a duo

bukan merupakan putusan
administrasi yang bersifat umum
melainkan putusan administrasi
yang Dbersifat justisial, maka
dengan demikian Penggugat telah
ke

ra,

salah mengajukan gugatannya

Pengadilan Tata Usaha Neg

karena kompetensi absolut

gugatannya ada di Pengadilan
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No. | Nomor Perkara Putusan Pertimbangan Hakim
Negeri dan sudah sepatutnya
gugatan Penggugat tidak diterima
(niet ontvankelijk verklaard
14. | Putusan MA PTUN: Bahwa obyek sengketa (Risalah
No. 495| menyatakan Lelang) bukan merupakan
K/TUN/2003 gugatan penggugatKeputusan Tata Usaha Negara
tidak dapat sebagaimana dimaksud dalam
diterima Pasal 1 butir 3 Undang-Undang
PTTUN: No. 5 Tahun 1986 sebagaimana
Membatalkan telah diubah dengan Unda:‘g-
putusan PTUN danUndang No. 9 Tahun 2004, oleh
membatalkan karena itu Pengadilan Tata Usgha
Risalah Lelang Negara tidak berwenang untuk
MA: membatalkan memeriksa dan memutus perkara
putusan PTTUN | tersebut, dan gugatan Penggugat
harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
15. | Putusan MA PTUN: Penjualan dimuka umum secara
No. 531| menyatakan lelang merupakan “Lelang
K/TUN/2002 gugatan penggugattEksekusi’ atas permintaan kepala

tidak dapat kantor pelayanan  pengurusgn
diterima piutang Negara (KP3N) Medal

PTTUN: Lelang Eksekusi merupakan suatu
menguatkan rangkaian  proses pengurusan
putusan PTUN piutang negara sebagai tindak
MA: menolak| lanjut dari surat paksa yang
permohonan kasasiberirah-irah  “Demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang
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No.

Nomor Perkara Putusan

Pertimbangan Hakim

Maha Esa” yang oleh Undang
Undang dimaksud mempuny
kekuatan yang sama sepe
keputusan Pengadilan (Hakir
dalam perkara Risalah Lelar
yang dibuat oleh Pejabat Lela

merupakan sesuatu “Berita Ac3

Lelang” yang berisikan segala

sesuatu tentang pelaksanaan lel
eksekusi berdasarkan permintg
PUPN/KP3N Medan yan
mempunyai kewenangarparate
exsecutiesehingga Risalah Lelan
tersebut  bukanlah  merupak
keputusan Pejabat Tata Us3

Negara.

ira

ang

1an

$)

g

ha

Berdasarkan beberapa putusan di atas terjadi thealMahkamah

Agung dalam memutus apakah Risalah Lelang merufleputusan Tata

Usaha Negara atau tidak. Oleh karena itu, masilu paji lebih lanjut

mengenai kompetensi absolut dari pengadilan dalamenksa gugatan

mengenai Risalah Lelang.

2.4.2 Putusan dalam Lingkungan Peradilan Umum (Perdata)

No.

Nomor Perkarg Putusan

Pertimbangan Hakim

Putusan

Nomor

MA| PN:  membatalkar
147| risalah lelang

PK/Pdt/2006 | PT: menguatkat

1Dalam gugatan penggugat, Kan

1tidak diikutkan sebagai terguga

Lelang Negara dan pembeli lela
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permohonan kasas

di PN Solok.

No. | Nomor Perkarg Putusan Pertimbangan Hakim
putusan PN Dengan demikian gugatan yang
MA (kasasi):| diajukan oleh Termohon
menolak Peninjauan Kembali/Penggudat
permohonan kasas| kurang pihak, maka gugatan
MA (PK): | Termohon Peninjauan Kembali/
membatalkan Penggugat harus dinyatakan tidak
putusan PN, PT dandapat diterima.
MA (kasasi) Bahwa gugatan pembatalan lelang
Menyatakan tentu menyangkut Risalah Lelang,
gugatan penggugatmaka Kantor Lelang Negara harus
tidak dapat diterima diikutkan sebagai pihak lembaga
yang mengeluarkan Risalah Lelang
yang berisi pelaksanaan lelang dan
pemenang lelang.
Bahwa lelang yang telah
dilaksanakan, maka tentu ada
pembeli lelang, yang ternyata
Termohon Peninjauan Kembali/
Penggugat tidak digugat dalam
perkara ini.

2. Putusan  MA PN: menyatakan Obyek sengketa adalah peneta;tan
No. 180 K/|gugatan pengugatsita eksekusi oleh PN Solok,
Pdt/ 2006 tidak dapat diterimg Risalah Lelang merupakan hasil

PT: menguatkan akhir mengenai penjualan barang
putusan PN yang disita tersebut. Maka PN
MA: menolak| Padang tidak berkompeternsi

memeriksa perkara ini, seharusnya
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PT: menguatkar

putusan PN

nyang berlaku, maka lelang adal

sah dan berharga. Selain i

No. | Nomor Perkarg Putusan Pertimbangan Hakim
3. Putusan MA | PN: membatalkan Penggugat meminta pada majelis
No. 264 PK/| Risalah Lelang hakim agar Risalah Lelang
Pdt/ 2006 PT: membatalkandibatalkan karena harga lelang
putusan PN eksekusi yang diadakan dibawah
MA (kasasi):| harga pasar. Hal ini ditolak oleh RT
menolak karena lelang sudah sesuai
permohonan kasas| prosedur, pembentukan harga sugah
MA (PK): sesuai dengan prosedur lelang juga.
Menolak
permohonan PK
4. Putusan  MA PN:  menyatakan Prosedur pemanggilan dan
No. 359| Risalah Lelang pemberitahuan sebelum lelang tidak
PK/Pdt/2007 | tidak sah dan bataldilakukan sesuai prosedur sehingga
demi hukum lelang menjadi cacat hukum. Oleh
PT: menguatkan karena itu, Risalah Lelang harus
putusan PN dinyatakan tidak sah dan batal dgmi
MA (Kasasi): hukum.
Membatalkan
putusan PT
MA (PK):
menguatkan
kembali putusan
PN dan PT
5. Putusan MA PN: menyatakam Oleh  karena prosedur lelang
No. 404| Risalah Lelang sah(pengumuman dan pemberitahuan)
K/Pdt/2006 dan berharga sudah dilakukan sesuai peraturan

ah

tu,
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No.

Nomor Perkarg Putusan Pertimbangan Hakim

MA: memperbaiki| pembeli lelang yang beritikad balk
putusan MA,| dilindungi. Dalam lelang eksekusi
menyatakan ini, Penggugat (pemilik barang
gugatan tidak dapateksekusi) harus  menyerahkan
diterima. barang tersebut kepara Tergugat
(Pembeli beritikad baik).

Putusan MA PN: menyatakan Pembantah & PN: penjualan (i
No0.1175 penjualan  secargbawah harga pasar merugikan
K/Pdt/2007 lelang tidak sah dappenjual lelang (pembantah)
Risalah Lelang sehingga Risalah Lelang dibatalkan
cacat hukum dankarena penjualan tidak sah.
batal demi hukum | Menurut PT, Pembantah beritikad
PT: membatalkantidak baik dan hanya menunda
putusan PN proses lelang. Proses lelang sudah
MA: menolak| sesuai prosedur sehingga pembeli
permohonan kasasj lelang harus dilindungi. Sehingga

Risalah Lelang tetap sah.

Putusan MA PN:  menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi belum
No. 1354| gugatan penggugatadi pemilik obyek sengketa karena
K/Pdt/ 2004 tidak dapat diterima belum terjadi jual beli atas tanah
PT: menguatkan obyek sengketa tersebut, sedangkan
putusan PN pengikatan jual beli yang terjadi
MA: menolak| dalam perkara tersebut tidak
permohonan kasas] mengalihkan hak kepemilikan atas
tanah obyek sengketa kepada
Penggugat.
Oleh karenanya lelang yang

diadakan bukanlah  merupakan
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putusan PN
MA: membatalkan

putusan PN dan P

menyatakan Risalal
Lelang tidak
mempunyai

kekuatan hukum

sesuai dengan huku@®echtmatig

Kantor Lelang Negara Jakarta) a
barang yang menjadi
hutang Pemohon

Penggugat, karena  Termoh
kasasi Il semula Tergugat Il adal

karyawan dari Termohon Kasas

dilakukan oleh Termohon Kasasi
hill semula Tergugat Il (Kepala

jaminan

No. | Nomor Perkarg Putusan Pertimbangan Hakim
lelang atas barang milik penggugat.
8. Putusan MA PN:  menyatakan Pelelangan yang telah dilakukan
No. 1409| lelang cacat hukumsesuai prosedur hukum tidak dapat
K/Pdt/2005 dan harus dibatalkan walaupun dalam limit
dibatalkan harga lelang rendah. Sehingga
PT: menguatkan lelang tetap sah dan Risalah Lelang
putusan PN tidak dapat dibatalkan.
MA: membatalkan
putusan PT dan
menolak  gugatan
penggugat  untuk
seluruhnya
9. Putusan MA | PN: menolakl Oleh karena tidak adanya keadilan
Nomor : 1497 gugatan penggugat (Rechtvaardig) dan tidak adanya
K/Pdt/2001 PT: menguatkan kepatutan (Redelijk) serta tidak

terhadap terjadinya pelelangan yang

[as

Kasasi/

on
ah
|

semula Tergugat |, sehingga uang
yang digunakan untuk membayar

harga lelang tersebut berasal dari
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No.

Nomor Perkara

Putusan

Pertimbangan Hakim

Termohon Kasasi | semu

Tergugat |, sedangkan menu
untuk membeli sendiri barang
yang digunakan jaminan

debiturnya, lagipula Termohg

hadir ditempat dan pada wak

lelang dilakukan.

tidak secara rechtvaardig dan
redelijk serta rechtmatig, maka
perbuatan Termohon Kasasi I,
I I, 1

dikategorikan sebagai perbuat

semula Tergugat I,

in casuharuslah dibatalkan.

hukum adanya larangan kreditur

oleh

Kasasi Il semula Tergugat Il adalah

terjadinya lelang telah dilakukan

a

fut

n

pembeli lelang satu-satunya yang

tu

Bahwa karena

an

melawan hukum, karenanya lelang

10.

Putusan MA
No. 2839
K/Pdt/2003

PN:
Risalah
tidak sah dan bata

menyatakar
Lelang

demi hukum
PT:
putusan PN
MA:

permohonan kasas

menguatkar

menolak

1Pembeli Lelang adalah pemb

yang beritikad tidak baik karenan)
penggug
sehingga agar dinyatakan Risa

ltelah merugikan

1Lelang tidak sah dan batal de

hukum.
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Dalam beberapa putusan tersebut di atas sama sdkéliada perdebatan
mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Nefgdam memeriksa gugatan
tentang Risalah Lelang. Oleh karena itu, dapatgdjap bahwa Pengadilan Negeri
memang berwenang memeriksa dan mengadili gugatéantgRisalah Lelang.

25 Risalah Lelang Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentangdiamaTata
Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan @batang No. 9
Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009jd@dan Tata Usaha
Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutusndayelesaikan
sengketa tata usaha negara, yang timbul dalam didlata Usaha Negara
antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan BadanPejabat Tata
Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, aebagibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatletapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejalzdh Tsaha Negara yang
berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peratuperundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, iddai, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau biddiam Perdat&® Jika
diuraikan, unsur-unsur KTUN adalah:

1. Surat penetapan tertulis;
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
Bersifat konkrit;
Bersifat individual;
Bersifat final;

o 0k W

Mempunyai akibat hukum.

81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradléém Usaha Negara, Pasal 3.
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1. Surat penetapan tertulis,

Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepesiadan
bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan Blsthan atau
Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan teytnamun yang
disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya segerat keputusan
pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tettutisharuskan untuk
kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebwehoratau nota
dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akarupakan suatu
Keputusan Badan atau Pejabat TUN menurut undangrgndpabila
sudah jelas: badan atau Pejabat TUN mana yang oankgnnya;
maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; #&msapa tulisan itu

ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamffya.

Dalam hal ini, Risalah Lelang termasuk dalam spetetapan
tertulis yang dibuat oleh Pejabat Lelang, namua @kaji lebih lanjut,
maka Risalah Lelang lebih tepat masuk dalam lingdugum Perdata
bukan Hukum Tata Usaha Negara. Hal ini akan ledifjut dibahas di
bawah bahwa Risalah Lelang adalah berita acara yaemgyatakan

kejadian jual beli.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN,

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Badan atalaP€&|dN
adalah Badan atau pejabat TUN di pusat dan datlagang melakukan
kegiatan bersifat eksekufif. Namun dalam perkembangan praktek
peradilan, KTUN sebagai objek gugatan di Pengadil&iN bisa
berupa produk-produk hukum berupa Surat Keputusiamna Pejabat
yang menerbitkannya secara formal berada di lugklip Tata Usaha
Negara, tetapi substansinya merupakan urusan peatean, misalnya:

Surat-surat Keputusan Ketua DPRD mengenai peneriiakal calon

8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradllata Usaha Negara,
Penjelasan Pasal 1 ayat (3).

8 |hid.
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Bupati, Walikota, dan sebagainya, ataupun jugatSunat Keputusan
Ketua Partai Politik, dan sebagainya. Demikian jugda gugatan-
gugatan yang objek gugatannya berupa surat-sunatitdsan Pejabat
TUN yang diterbitkan atas dasar kewenangannya Yemgda di luar
urusan pemerintahan (eksekutif), misalnya: dibid&etatanegaraan,

atau berkaitan dengan bidang polft{k.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 merumuskaraiBathu
Pejabat (jabatan) TUN secara sangat umum, aflan atau Pejabat
TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakansamu
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangyang
berlaku. Rumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga ladmh
mengatakan bahwa: “Apa saja dan siapa saja yandasmakan
perundang-undangan yang berlaku, pada suatu s¢itsaeakan suatu
urusan pemerintahan, maka menurut undang-undangiaindapat
dianggap berkedudukan sebagai Badan atau PejabaN”. TU
Berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, makat dipanpulkan
bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran bukannyaidikdn
struktural/organisatoris dari organ atau pejabangydersangkutan
dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapkatikan pada
fungsinya yang dilaksanakannya pada waktu itu, uyaitingsi
pemerintahan. Apabila pada saat itu yang dilaksamaya adalah
urusan pemerintahan berdasarkan  perundang-undangang
memberikan wewenang kepadanya, maka pada saah itarmasuk
Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/organigatoa bukan
termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutifnggla dapat digugat
di Pengadilan TUNP®

8 Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH, Perkemban@aaktek Pengadilan Mengenai
Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Gugatan

8 |hid.
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Pejabat Lelang memang termasuk Pejabat Tata Usabara, ia
diangkat oleh Menteri Keuangan dan melaksanakagsfysublik, yaitu
melayani masyarakat dalam proses pelelangan.

3. Bersifat Konkrit,

Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan aal&TUN itu
tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dajpigtentukan,
umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin ubalga si B,

pemberhentian si A sebagai pegawai neYeri.

Dalam hal ini, Risalah Lelang bersifat konkrit kaae jelas

mengenai berita acara tentang lelang yang dibeat@éjabat Lelang.
4. Bergifat individual,

Bersifat individual artinya KTUN itu tidak ditujukauntuk umum,
tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditalau yang dituju
itu lebih dari seorang, tiap-tiap hama orang yargena keputusan itu
disebutkan. Misalkan, keputusan pembuatan atauba@ele jalan
dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang tgkena

keputusan tersebfi.

Dalam hal ini, Risalah Lelang hanya ditujukan saddrusus untuk
penjual lelang dan pembeli lelang, maka Risalahangl bersifat
Indifidual.

5. Bersfat Final,

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanydapat
menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih meksn
persetujuan instansi atasan atau instansi lainnbéebersifat final
karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak ataajikan pada

8 penjelasan Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986rg Peradilan Tata Usaha Negara

8 bid.
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pihak yang bersangkutdf. Dalam hal ini, Risalah Lelang sudah
bersifat final karena bisa langsung digunakan migaluntuk sebagai
bukti kepemilikan barang oleh pembeli barang.

6. Mempunyai akibat hukum,

Artinya  KTUN tersebut mengakibatkan timbulnya hakaua
kewajiban pada orang lain. Risalah Lelang pun meygaiu akibat
hukum, dengan adanya Risalah Lelang, kepemilikas stiatu barang

yang dilelang menjadi beralih kepada pembeli lelang

Dari keenam hal tersebut di atas, terlihat bahwsalBh Lelang
memenuhi syarat sebagai KTUN, namun sebelumnyau pgrga
dipahami bahwa ada beberapa pengecualian yang ddipgnbukan

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yditu:

a. Keputusan Pemerintahan yang merupakan perbuatanuntuk
Perdata;

b. Keputusan Pemerintahan yang merupakan pengaturenbexsifat
umum;

c. Keputusan Pemerintahan yang masih memerlukan pgraet

d. Keputusan Pemerintahan yang dikeluarkan berdasak&sntuan
KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangianyiang
bersifat hukum pidana,;

e. Keputusan Pemerintahan yang dikeluarkan atas déaesesil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentesatupan
perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Pemerintahan mengenai tata usaha TeN@sonal
Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupml

daerah mengenai hasil pemilihan umum.

8 |hid.

8 IndonesiaUndang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Neg®asal 2.
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h. Keputusan pemerintah yang diterbitkan dalam wakeramg,
keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keladadmasa
yang membahayakan berdasarkan peraturan perundaiaggaen
yang berlaku:

i. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum Saekda

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengecualian huruf a di atas, Risatédnd merupakan
“Keputusan Pemerintahan yang merupakan perbuatduriuPerdata”, maka
Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata UBlgara. Hal ini akan

dibahas bahwa Risalah Lelang hanya perbuatan Hl#emtata semata.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang mermyatBksalah
Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negarahderlbahwa hakim
menyatakan Pejabat Lelang sebagai Pejabat Tata aUsskgara yang
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidarangan negara, karena
itu pelaksanaan pelelangan yang dilakukan adalaipakan keputusan pejabat
tata usaha negara yang konkrit, karenanya dalaalilpgm hak tersebut, Pejabat
Lelang sebagai pejabat tata usaha negara. Menuwrhafa Sianturi,
pertimbangan hakim tersebut kurang tepat, karenkupan Pejabat Lelang
sebagai pejabat tata usaha negara, namun melalpé@uatan hukum yang
bersifat perdata dalam kuasa Hukum Perdata dankokela perbuatan yang
berhubungan dengan kepemilik&n.

Dalam Risalah Lelang tersebut secara konkrit terj@dperalihan hak atas
barang agunan penggugat kepada pihak lain berdasétdkum Publik. Risalah
Lelang tidak mencatatkan peralihan yang bersifdilibutetapi jual beli yang
bersifat perdata. Adapun alasannya, dalam hal satean lelang, Pejabat Lelang
tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan daariewan publiknya untuk
mengatur pemenang lelang, maupun besarnya hargavasm yang menjadi
pemenang dalam lelang. Pemenang lelang harus daliab kepada kuasa

Hukum Perdata bahwa dalam penawaran jual beli, pkietang adalah penawar

% pyranama Tiori Sinturgp. cit, hal. 437-438.
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tertinggi diantara para penawar yang ada. Demikiga besarnya penawaran
tertinggi diserahkan kepada keinginan pembeli dap@ngajuan penawaran di
atas atau sama dengan nilai limit. Hal demikian un@rkkan keteribatan negara
dengan Pejabat Lelang negara dalam lelang dalasakdiakum Perdata.

Dari Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Risalkelang,
terlihat bahwa hakim mengelompokkan gugatan tetsedebagai ggatan
pembatalan suatu akta administrgtieschikkingf® Tentang perbuatan hukum
pemerintah. Dalam beberapa perkara di atas, halemyatakan Risalah Lelang
sebagai akta administrat{beschikking),produk Pejabat Tata Usaha Negara,
karena dilaksanakan sebagai tindak lanjut dariysem hukum pejabat tata usaha
negara, mengingat bahwa pengurusan barang jamardnkoeditor dapat melalui
pengadilan negeri atau melalui PUPN berdasarkanakiptndang Nomor 49
Tahun 1960 tentang PUPN. PUPN dalam operasionalitgleukan oleh KP2LN,
yang merupakan salah satu instansi pemerintah yaggerbitkan keputusan-
keputusan. Oleh karena keputusan tesebut diambh &lejabat Tata Usaha
Negara, maka hakim mengkategorikan keputusan te@rsebagai Keputusan Tata
Usaha Negara. Hakim membatalkan Risalah Lelang adengenyatakan
pengambilan keputusan tidak cermat, tidak telan tidak memperhatikan syarat-

syarat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

%% Alasan yang dapat digunakan untuk gugatan penaatsliatu akta administratif
(beschikking)adalahbeschikkingyang bersangkutan bersifat illegal atau tidak asad hukum.
Masalah ilegalitas dibedakan atas ilegalitas eksian ilegalitas intern. Kriteria ilegalitas ekster
meliputi penilaian barang syarat formal sahnya istmschikking alasan pembatalan meliputi
suatubeschikkingyang dikeluarkan pejabat tanpa kewenangan (komg@tdaik dari segi materil
atau segi wilayah, atau segi waktu berlakunya deelkuan bentuk/ kekeliruan prosedur, artinya
beschikkingdikeluarkan secara betentangan dengan formalitag glitentukan sebelumnya dalam
peraturan yang menjadi dasarnya kriteria ilegalitasrn, alasan pembatalan didasarkan pada
kriteria, pertama bertentangan dengan undang-undang atau peratwdaumm lainnya,kedua,
adanya penyalahgunaan kekuasgdatournement de povoirBertentangan dengan undang-
undang atau peraturan hukum lainnya berkaitan dengesalah motif hukum, seperti melampaui
wewenang yang diberikan oleh undang-undang ataatyran hukum lainnya berkaitan dengan
masalah motif hukum, seperti melampaui wewenangy ydiberikan oleh undang-undang atau
peraturan hukum(exces de pouvoir)kesalahan dalam menentukan peraturan menjadir dasa
hukumnya(defaut de base legalelkekeliruan hukun{erreur de droit)dan motif factual tentang
apakah fakta yang dikemukakan daldraschikkingadalah benar-benar terjadi dan apakah
kualifikasi yang diberikan terhadap suatu faktahglejabat yang mengeluarkbheschikkingsudah
benar sebagaimana dimaksud oleh peraturan yangadiedfasarbeschikkingtersebut. Lihat
Paulus Effendie Lotulung3eberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhdtaperintah,
(Jakarta: PT Bhuana llmu Populer, 1986), hal. 5-13.
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Dalam praktek dijumpai keadaan-keadaan yang meemgakakah suatu

perbuatan penguasa itu bersifat bersifat Hukum iRPubtaukan termasuk

golongan Hukum Perdata, tetapi merupakan soeschikkingsebagai berikut:

a.

Keputusan dikeluarkan atas dasar suatu title yagrgifat Hukum
Publik;

Dalam banyak hal disyaratkan dasarnya terdapatdalg&kum tertulis;
Tidak memuat syarat-syarat yang sudah distadard{gassal, untuk
memperoleh aliran air ledeng atau listrik untukusdah tertentu,
harus dibayar uang sejumlah tertentu yang sudalentdikan

sebelumnya), karena syarat-syarat demikian berstiatata;

. Kadang-kadang suatu perbuatan hukum keperdataargamewng

suatu beschikkingatau suatu penolakan untuk mengeluarkan suatu
beschikking

Keputusan-keputusan dengan maksud mengadakan [selsetujuan
hamper seluruhnya dianggap sebagai bersifat kejaarda

Tetapi manakala persetujuan/ perjanjian itu dilmiadalam kerangka
pelaksanaan tugas umum (publik) dan mengenai kekayegara
(public domain) maka keputusan untuk membuat perjanjian atau tida

membuat perjanjian selalu dianggap sebhgathikking

Risalah Lelang bukanlah suatu keputusan TUN, deatgsan:

a.

Risalah Lelang bukan suatu keputusan TUN yang nmehgey suatu
penetaparfbeslissingimaupun pernayataan kehengaisorming).
Perjanjian dalam lelang ada halnya dibuat memangmd&erangka
pelaksanaan tugas umufpublic domein) namun Pejabat Lelang
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melakukan panbloakum yang
bersifat perdata dalam kuasa Hukum Perdata darkuoiela perbuatan
yang berhubungan dengan kepemilikan. Adapaun algaadalam hal
pelaksanaan lelang, pemerintah tidak dapat bekimdenggunakan

%2 Indroharto, Ketua Muda MARI, Beberapa Pasal dardlahg-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara, dalam buku, Padmo Wahyono, #idjabat sebagai Calon Tergugat dalam
Peradilan Tata Usaha NegarBuku Kesatu, (Jakarta: CV Sri Rahayu, 1989), haD-141.
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kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatuorepang
lelang, maupun besarnya harga penawaran yang megrgatenang
dalam lelang. Pemenang lelang harus dikembalikgyada@ kuasa
Hukum Perdata bahwa pembeli lelang adalah penaedndgi
diantara penawar yang ada.

c. Risalah Lelang adalah akta yang tidak mencatatlemalipan yang
bersifat publik, tetapi peralihan hak yang bersif@rdata. Fungsi
Risalah Lelang adalah untuk pendaftaran atau paralhak atau untuk
mempertahankan hak atau sebagai alat bukti tet@dii@ya peralihan
hak tidak memenuhi elemen-elemen kumulatif yangntitkan Pasal 1
angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, tidak mengandung sobeslissing
penetapan maupuwmilsorming pernyataan kehendak dari pejabat yang
berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut Idems
mempunyai sifat norma hukum yang individual konksiehingga ia
bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

d. Pejabat Lelang negara adalah pejabat umum yangadigegas untuk
membuat akta otentik berupa Risalah Lelang.

Pengadilan yang Berwenang memeriksa dan mengadili gugatan
tentang Risalah Lelang
Untuk membahas dan menganalisa pengadilan yang ebang

memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalahnigelpertama-tama perlu

diketahui bahwa di Indonesia, terdapat 4 (empagklingan peradilan di bawah

Mahkamah Aguny, yaitu:

1.

Peradilan Umum;

2. Peradilan Agama;
3.
4

. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Militer; dan

% IndonesiaUndang-Undang tentang Kekuasaan Kehakinfzasal 25.
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Dari beberapa putusan Mahkamah Agung di atas,atikebahwa gugatan
tentang Risalah Lelang ada yang diperiksa di PalagadNegeri (lingkungan
peradilan umum) dan ada pula yang diperiksa di &ditap Tata Usaha Negara
(lingkungan peradilan tata usaha negara). Oleh nkargu, akan dibahas
pengadilan yang berwenang mengadili gugatan terResaah Lelang.

2.6.1 Pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenanganaéiag Tata
Usaha Negara (PTUN) untuk mengadili suatu perkaemumut obyek,
materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadelolsgngketa Tata
Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negaagasmlana diatur
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Ta886 jb. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomof&hun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PTUN berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Waaha
Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negatara orang atau
Badan Hukum Perdata dengan Badan atau PejabatUBataa Negara,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatudikeannya Keputusan
Tata Usaha Negara. Obyek sengketa Tata Usaha Neadgleh Keputusan
Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5nT&B86 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undsioghor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Neé§ara.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 TalQ@® 2
tentang Kekuasaan Kehakimapgengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkarg glaukan dengan

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, imeda wajib untuk

94

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomoff&iun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986ntg Peradilan Tata Usaha Negara,
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu pendtapalis yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan nhutaia usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundangundangan yang berlaku, yangfatekenkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau bialaum perdata.
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memeriksa dan mengadilinya. Jadi boleh saja oramggajukan gugatan
mengenai Risalah Lelang di Pengadilan Tata Usalganfde

Oleh karena Risalah Lelang bukan merupakan KepuotUsda
Usaha Negara, sebagaimana telah dipaparkan diratdss Pengadilan
Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa damgad#ingugatan
tentang Risalah Lelang. Walaupun begitu, tidakksedugatan mengenai
Risalah Lelang yang diperiksa dan diadili di Perlgad Tata Usaha
Negara. Seharusnya gugatan tentang Risalah Leidaig Iblos prosedur
dismissal® sehingga tidak diperiksa lebih lanjut di Pengadilata Usaha
Negara. Dalam prakteknya, masih ditemukan gugatmtang Risalah
Lelang masuk dalam Pengadilan Tata Usaha Negardetlgm diperiksa
dan diadili. Setidaknya jika ternyata gugatan teuselolos prosedur
dismissal, maka pada tahap pemeriksaan gugatarmusala hakim
memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima atdliet
Ontvankelijkverklaard(NO) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dargaddi gugatan

tentang Risalah Lelang ini.

2.6.2 Pengadilan Negeri

Penjualan lelang dikuasai oleh ketentuan-ketenkitb Undang-
Undang Hukum Perdata mengenai jual beli yang diataiam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Buku Il tentang PeaikaPasal 1319
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “semeganjian baik
yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dilderaan suatu
nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yangutdraalam bab ini

dan bab yang lalu”.

% Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaraalilseiatu istilah yaitu prosedur
dismissal. Menurut Soemaryono dan Anna Erliyanag$Bdur dismissal atau prosedur penolakan
adalah suatu proses penelitian terhadap gugatap pasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara
pada tahap Ke Il (setelah prosedur administrasiy yhlakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara.” Lihat Soemaryono dan Anna Erliyama.cit, hal. 43.
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Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual bedikanketentuan
jual beli sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Ungdblukum Perdata
juga berlaku dalam lelang. Lelang mengandung uosstr yang
tercantum dalam definisi jual beli adanya subjekum, yaitu penjual dan
pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dangbetabtang barang
dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timb@rarihak penjual
dan pembeli. Esensi dari lelang dan jual beli ddadanyerahan barang
dan pembayaran harga. Lelang adalah perjanjian eé] hubungan
hukum yang terdapat di lelang adalah hubungan hujainbeli antara
penjual lelang dengan pembeli lelang dengan pewmariePejabat Lelang.

Lelang sebagai perbuatan Hukum Perdata yaitu jelalsehingga
berlaku juga ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-bgddukum Perdata,
mengatur 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi usélikaya perjanjian.
Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjiangyaah,
mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada d=tilapainya sepakat
antara penjual dan pembeli lelang mengenai unssurugang pokok
(essensialipyaitu barang dan harga lelang, yang terjadi [szdd Pejabat
Lelang untuk kepentingan penjual menunjuk penaveargytertinggi dan
mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. Sifatsensualisme jual
beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Ugddmkum Perdata
yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadizaa kedua belah pihak
sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang ¢oadan harga,
meskipun barang itu belum diserahkan maupun haegbelpym dibayar”.

Seperti diuraikan di atas bahwa Risalah Lelang pakan berita
acara yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mengadent peristiwa jual

beli secara lelang sehingga isinya adalah perbystesata semata. Oleh
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karena itu, yang Pengadilan Negeri yang berwenaegnenksa dan

mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang ini.

Hal ini pun sudah diputus oleh Mahkamah Agung dalam
putusannya yang sudah mempunyai kekuatan hukump sefgerti dalam
Putusan No. 47K/TUN/1997, Putusan No. 107K/TUN/20Ratusan No.
364K/TUN/2002 dan Putusan No. 393K/TUN/2004. Pauinya dalam
putusan-putusan tersebut dinyatakan bahwa Pengdiila Usaha Negara
tidak berwenang memeriksa gugatan tentang Risaddédng. Oleh karena
itu, seharusnya putusan-putusan tersebut dapdildijaacuan oleh hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa mereka tidalebang memeriksa

gugatan mengenai Risalah Lelang.
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